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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor  :  82/G/2011 /PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama dengan acara  biasa ,  te l ah  menja tuhkan  putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  hukum sebaga i  ber i ku t ,  da lam 

perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Drs .  H.  Badru l  Kamal ,  MM.,  Kewarganegara an Indones ia ,  

peker j aan  Pens iunan  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Veteran  I I I ,  Rt .01  Rw.03,  Kelu rahan  

Banja r  Waru,  Kecamatan  Ciawi ,  Kabupaten  

Bogor  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. I r .  H.  A.  Supr i yan to ,  AT. ,  MM.,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Wiraswasta ,  ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  

Radar  AURI  Gg.  Bakt i ,  Nomor  32,  Kampung Tipar ,  Rt .07  

Rw.11,  Kelurahan  Mekarsar i ,  Kecamatan  Cimanggis ,  

Kota  

Depok   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  perkara  in i  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  8  Apr i l  2011   member ikan   kuasa   kepada  

Syar i f udd i n  Achmad,  SH. ,  MM.,  Zainu l  Raf l i ,  SH. ,  dan  

Iskandar  Zulka rna i n  Datau,  SH. ,  kesemuanya  Warga  

Halaman  1 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  82/G/2011 /PTUN-
JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Negara  Indones ia ,  peker j aan  Advokat /  Konsu l t an  Hukum 

pada  Kanto r  Advokat  & Konsu l t an  Hukum “Syar i f u dd i n  

A,  SH. ,  MM.,  &  Rekan”  bera lamat  d i  Ja lan  Kapuk  

(Margonda)  No.4  &  26,  Kelu rahan   Pondokc ina ,  

Kecamatan  Bej i ,  Kota  Depok  (16424) .  Untuk  

se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  PARA 

PENGGUGAT ;

m e l  a w a n

I .  MENTERI  DALAM  NEGERI  REPUBLIK  INDONESIA.  

Berkedudukan  di  Ja lan  Medan  Merdeka  Utara  No.  7,  

Jakar t a  Pusat  (10110) .  Dalam perkara  in i  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  183/2667 /SJ  te r t angga l  

12  Ju l i  2011   member i  kuasa  

kepada  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Pro f .  DR.  Zudan  Ar i f  Fakru l l oh ,  SH,  MH (P l t .  

Kepala  Bi ro  Hukum 

Kemdagr i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Erma  Wahyuni ,  SH. ,  Msi  (Kabag  Penye lesa ian  

Sengketa  dan  Bantuan  Hukum  pada  Bi ro  Hukum 

Kemdagr i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Sukaca,  SH. ,  Msi  (Kasubd i t  Fas i l i t a s  KDH & DPRD 

Wilayah  IV  pada  Di t j en  Otda  

Kemdagr i )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4. S.  Adi t ya  Wi jaya ,  SH (Kasubbag.  Wi l .  I ,  Bag.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penye lesa ian  Sengketa  dan  Bantuan  Hukum pada  Bi ro  

Hukum Kemdagr i )  ; - - - - - - - -

5. R.  Permel i a  Fabyanne,  SH. ,  MH (Kasubbag  Wil .  I I  

Bag.  Penye lesa ian  Sengketa  dan  Bantuan  Hukum pada  

Bi ro  Hukum 

Kemdagr i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Romualdo  Manurung,  SH. ,  M.Hum (Kasubbag.  Wil .  

I I I ,  Bag.  Penye lesa ian  Sengketa  dan  Bantuan  Hukum 

pada  Bi ro  Hukum 

Kemdagr i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Syel l i  Ni la  Kresna ,  SH (Sta f  Subbag.  Wi layah  I  

pada  Bi ro  Hukum 

Kemdagr i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Moh.  Yadi  Yadi ,  SH (Sta f  Subbag.  Wi layah  I  pada  

Bi ro  Hukum 

Kemdagr i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  berkewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aan  

Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  Kementer i an  Dalam Neger i  

Republ i k  Indones ia .  Untuk   se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TERGUGAT ;

I I . H.  NUR MAHMUDI ISMAIL ,  peker j aan  Wal iko ta  Depok  dan  

H.M.  IDRIS  ABDUL SHOMAD,  peker j aan  Waki l  Wal iko ta  

Depok,  masing- masing  berkewarganegaraan  Indones ia ,  

berkedudukan  di  Ja lan  Margonda  Raya  No.54  –  Depok.  

Halaman  3 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  82/G/2011 /PTUN-
JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Dalam  hal  in i  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  05  Agustus  2011  dan  te l ah  dipe rba i k i  

dengan  Sura tKuasa  Khusus  te r t angga l  16 Agustus  2011,  

member i  kuasa  kepada    Syaf r i z a l ,  SH. ,  Salv i a  Dona 

Tr i   P,  SH. ,  MH.,   Yaya  Sudi ra ,  SH. ,        Fuj i  

Oktav ian i ,  SH. ,   Febr ina  Pusp i t a  Sar i ,  SH. ,   Damay 

Shendipa ,  SH. ,   Drs .  Sr i  Utomo. ,  dan  Dodi  Set iawan,  

SSTP.  Kesemuanya  berkewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  Pemer in tah  Kota  

Depok,  Ja lan  Margonda  Raya No.54  Depok ; - - - - - - - - - - -

Untuk  se lan ju t n ya  disebu t  sebaga i  PARA TERGUGAT I I  

INTERVENSI;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te r sebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  sura t  gugatan  Para  Penggugat  

te r t angga l  8 Apr i l  2011  yang  te l ah  te rda f t a r  d i  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  8  Apr i l  

2011 d i  bawah reg i s t e r  perkara  Nomor  :  82/G/  2011/PTUN- JKT,  

dan  te lah  dipe rba i k i  da lam  s idang  pemer iksaan  pers iapan  

tangga l  27 Ju l i  2011  ;  - -

Telah  membaca  Putusan  Per lawanan  Nomor  :  

82/PLW/2011/PTUN- JKT  tangga l  28  Jun i  2011,  ten tang  

pemer iksaan  dengan acara  biasa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar t a  Nomor  :  82/PEN/ 2011/PTUN- JKT  tangga l  5  Ju l i  

2011,  ten tang  Penunjukan  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memutus  dan menyelesa i kan  sengketa  in i  ;  - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Pengad i l an  Tata        Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  82/PEN-

HS/ 2011/PTUN- JKT tangga l  6  Ju l i  2011  ten tang  penetapan  har i  

dan tangga l  s idang  pemer iksaan  pers i apan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca Sura t  Permohonan  In te r vens i  te r t angga l  

08  Agustus  2011  yang  te lah  dida f t a r  d i  Kepani t e raan  perkara  

pada tangga l  08 Agustus  2011   d i  bawah reg i s t e r  perkara  Nomor  

:  82/G/ 2011/PTUN- JKT/ INTV ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengar  tanggapan  Kuasa  Hukum Para  Penggugat  

dan  Kuasa  Hukum  Tergugat  secara  l i san  atas  permohonan  

in t e r vens i  te r sebu t  ; - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor  :  82/G/2011 /PTUN-

JKT. ,  tangga l  10  Agustus  2011  ten tang  di te r imanya  permohonan  

in t e r vens i  dar i  H.  Nur  Mahmudi  Ismai l  dan  H.M.  Id r i s  Abdul  

Shomad sebaga i  Para  Terguga t  I I  In te r vens i .

Telah  membaca  berkas  perkara  dan  sura t - sura t  bukt i  

da lam  sengketa  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengarkan  kete rangan  dar i  para  pihak  dalam 

pers idangan  ; -

Telah  membaca Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  dan  

Ber i t a  Acara  Pers idangan  da lam  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Halaman  5 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  82/G/2011 /PTUN-
JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  te lah  mengajukan  

gugatan  kepada  Tergugat  dengan  sura t  gugatannya  te r t angga l  8  

Apr i l  2011,  yang  di te r ima  dan  dida f t a r kan  di  Kepani t e r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  8  Apr i l  

2011,   d i  bawah reg i s t e r  perkara  Nomor :  82/G/2011 /PTUN.JKT. ,  

dan  te lah  dipe rba i k i  da lam  s idang  pemer iksaan  pers iapan  

tangga l  27 Ju l i  2011,  yang  pada pokoknya  mengemukakan  alasan-

alasan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bahwa objek  gugatan  yang  diguga t  ada lah  Sura t  Keputusan  

Tergugat    Nomor  :  131.32- 62  Tahun  2011,  tangga l  24 

Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa 

Bara t  dan  Sura t  Keputusan  Tergugat  Nomor  :  132.32- 63  

Tahun  2011,  tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  

Depok Prov ins i  Jawa Bara t  ; - - - - - - -

2. Bahwa  keputusan  Terguga t  memenuhi  rumusan  sebaga i  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  d iguga t  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dimaksud  dalam 

keten tuan  Pasal  1  angka  3  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

te lah  diubah  te rakh i r  dengan  Pasal  1  angka  9  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  seh ingga  o leh  karenanya  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  berwenang  memer iksa ,  mengadi l i  dan  

menyelesa i kannya  sesua i  keten tuan  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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ber laku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  keputusan  Terguga t  d ike lua rkan  pada  tangga l  24 

Januar i  2011,  d ibacakan  di  hadapan  umum pada  acara  

pelan t i k an  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  per i ode  

Jabatan  Tahun  2011- 2016  d i  Gedung  DPRD Kota  Depok  pada  

tangga l  26 Januar i  2011.  Kemudian  pada tangga l  27 Januar i  

2011  Penggugat  mengetahu i  bahwa  Terguga t  te l ah  

mengeluarkan  sura t  keputusan  aquo  ( Berdasarkan  ber i t a  di  

media  cetak  dan  elek t r on i k ) .  Maka  untuk  memenuhi  

keten tuan  tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  se jak  

keputusan  Tergugat  d iumumkan  sebaga imana  keten tuan  Pasal  

55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  maka  gugatan  in i  d ia j ukan  kepada  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  oleh  Para  Penggugat  

pada  tangga l  8  Apr i l  2011  seh ingga  gugatan  in i  d ia j ukan  

masih  da lam masa tenggang  waktu  90 (sembi l an  puluha)  har i  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DASAR  DAN  ALASAN 

GUGATAN  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4. Bahwa  Para  Penggugat  ada lah  warga  negara  Republ i k  

Indones ia ,  berhak  atas  pemenuhan  Hak  Asas i  Manusia  yang  

di j am in  dalam Konst i t u s i  Negara  Republ i k  Indones ia  tanpa  

disk r im i nas i  da lam bentuk  apa pun  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  sebaga i  warga  negara  Republ i k  Indones ia ,  Para  

Penggugat  memi l i k i  hak  yang  sama  d i  depan  hukum untuk  

mendapatkan  kead i l an  dan  penjaminan  kepent i ngan  sebaga i  

Halaman  7 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  82/G/2011 /PTUN-
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warga  negara  seper t i  te rcan tum  dalam pasa l  28  D ayat  (1 )  

Undang- Undang  Dasar  1945  :  “ set i ap  orang  berhak  atas  

pengakuan,  jaminan ,  per l i n dungan ,  dan  kepast i an  hukum 

yang  adi l  ser ta  per lakuan  yang  sama  di  hadapan  

hukum. ”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  sebaga i  warga  negara  Republ i k  Indones ia ,  Para  

Penggugat  juga  di j am in  per l i ndungan  dan  pemenuhan  hak  

asas i  manus ianya  seper t i  te r can tum  dalam pasa l  2 Undang-

Undang  No.  39  tahun  1999  ten tang  Hak Asas i  Manusia  yang  

berbuny i :  “ Negara  Republ i k  Indones ia  mengaku i  dan  

menjun jung  t i ngg i  hak  asas i  manusia  dan  kebebasan  dasar  

manusia  sebaga i  hak  yang  secara  kodra t i  meleka t  pada  dan  

t i dak  te rp i sahkan  dar i  manusia ,  yang  harus  di l i n dung i ,  

d iho rmat i ,  dan  di tegakkan  demi  pen ingka tan  martaba t  

kemanus iaan ,  kese jah te raan ,  kebahag iaan ,  dan  kecerdasan  

ser ta  kead i l an . ”

7. Bahwa  se lan ju t nya  dike tahu i ,  Tergugat  sebaga i  

penye lenggara  Negara  Republ i k  Indones ia  ada lah  pengemban 

amanat  Pembukaan  UUD  1945  te rsebu t  d i  atas  untuk  

mel indung i ,  memajukan ,  menegakkan,  dan menjamin  pemenuhan  

hak  asas i  set i ap  warga  negara  Republ i k  Indones ia ,  

te rmasuk  Para  Penggugat .  Hal  in i  ada lah  sesua i  dengan  

keten tuan  Pasal  28  I  ayat  (4 )  Perubahan  Kedua  UUD 1945,  

“ Per l i ndungan ,  pemajuan ,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  

asas i  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara ,  te ru tama  

pemer in tah . ”   Hal  in i  yang  menjad i  dasar  bagi  adanya  

hubungan  hukum  anta ra  Penggugat  dan  Tergugat  sebaga i  

penye lenggara  Negara  Republ i k  Indones ia  yang  d isebu t  o leh  

Disclaimer
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Jean  Jacques  Rousseau  sebaga i  Kont rak  Sos ia l  yang  

menetapkan  kewaj i ban  Tergugat  sebaga i  penye lenggara  

Negara  Republ i k  Indones ia  te rhadap  Para  Penggugat  sebaga i  

warga  negara  Republ i k  

Indones ia   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa se lan ju t nya  dike tahu i ,  Tergugat  dengan  senga ja  dan  

sewenang- wenang  te l ah  mengabaikan  kewaj i ban  dan  tanggung  

jawabnya  untuk  member ikan  per l i n dungan ,  pemajuan,  

penegakan  dan pemenuhan hak  asas i  manusia  Para  Penggugat .  

Sebab  fak tanya  Terguga t  te l ah  memaksakan  kehendak  untuk  

mengeluarkan  keputusan  pengesahan  pengangkatan  pasangan  

ca lon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  untuk  dan  atas  

nama  pasangan  ca lon  la i n  yang  menuru t  Para  Penggugat  

be lum  memenuhi  syara t  secara  hukum  di te t apkan  sebaga i  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  te rp i l i h  dengan  

menginga t  ha l - ha l  sebaga i  

ber i ku t   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Penye lenggaraan  Pemi lukada  Kota  Depok  secara  hukum 

belum  tun tas  sehubungan  dengan  adanya  permasa lahan  

hukum te rka i t  dengan  Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Bandung  Nomor  :  71/G/2010 /  PTUN-BDG tangga l  15 

Desember  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Proses  penye lenggaraan  Pemi lukada  Kota  Depok  cacat  

hukum  seh ingga  t i dak  dapat  d ipe r t anggung  jawabkan  

menuru t  keten tuan  pera tu ran  perundang-

Halaman  9 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  82/G/2011 /PTUN-
JKT
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undangan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

c. Proses  pengusu lan  pengesahan  pemberhent i an  dan  

pengesahan  pengangkatan  pasangan  ca lon  te rp i l i h  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  dan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  

(AAUPB)   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  dian ta ra  asas  penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum 

(Pemi lukada) ,  sebaga imana  dimaksud  dalam keten tuan  Pasa l  

2 huru f  b,c  dan  d UU No.22  Tahun  2007  ada lah  Adi l ,  Ju ju r  

dan  Kepast i an  Hukum.  Akan  te tap i  fak tanya ,  Pemi lukada  

Kota  Depok  dise lenggarakan  dengan  mengaba ikan  atau  

mengingkar i  asas  kead i l an ,  ke ju j u r an  dan  kepas t i an  hukum 

dengan  bukt i  yang  tak  te rban tahkan  ada lah  adanya  Putusan  

Pengad i l an  Tata  Usah  Negara  Bandung  Nomor  :

71/G/2010 /PTUN- BDG tangga l  15  Desember  2010  yang  secara  

subs tans i  te lah  membata l kan  se lu ruh  proses  

penye lenggaraan  Pemi lukada  Kota  Depok  te rmasuk  produk-

produk  hukum  te rka i t  tahapan  penye lenggaraannya  mula i  

dar i  tahapan  penetapan  pasangan  ca lon  sampai  dengan  

penetapan  pasangan  ca lon  

te rp i l i h  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

10. Bahwa amar  Putusan  PTUN Bandung  Nomor  :  71/G/2010 /PTUN-

BDG tangga l  15  Desember  2010  te l ah  membata lkan  produk  

hukum  KPU  Kota  Depok  yang  dike lua rkan  pada  tahapan  

penetapan  pasangan  ca lon  dan  nomor  uru t  pasangan  ca lon .  
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Dengan  diba ta l kannya  produk  hukum KPU Kota  Depok  te rka i t  

penetapan  pasangan  ca lon  dan  nomor  uru t  pasangan  ca lon  

maka  se lu ruh  produk  hukum KPU Kota  Depok  da lam  bentuk  

sura t  keputusan  (besch i kk i ng )  te rka i t  tahapan  Pemi lukada  

Kota  Depok  seper t i  sura t  keputusan  ten tang  penetapan  

has i l  pero lehan  suara ,  penetapan  pasangan  ca lon  te rp i l i h ,  

te rmasuk  penetapan  pengesahan  pengangkatan  pasangan  ca lon  

te rp i l i h  menjad i  bata l  demi  

hukum  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -   

11. Bahwa se la i n  dar ipada  bukt i  adanya  putusan  PTUN Bandung,  

bukt i  la i n  yang  menunjukan  bahwa  penye lenggaraan  

Pemi lukada  Kota  Depok  cacat  hukum  dan  t i dak  dapat  

d ipe r t anggung  jawabkan  menuru t  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  adalah  adanya  pelanggaran  kode  et i k  

yang  di l akukan  oleh  para  komis ione r  KPU Kota  Depok  dalam 

melaksanakan  penye lenggaraan  Pemi lukada  Kota  Depok  Tahun  

2010.  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  Jawa  Bara t  te l ah  

merekomendas ikan  pember ian  sanks i  kepada  se lu ruh  anggota  

KPU Kota  Depok  atas  pelanggaran  kode  et i k  ser ta  te l ah  

di t i n dak  lan ju t i  o leh  KPU Prov ins i  Jawa  Bara t  dengan  

menerb i t kan  sura t  keputusan  pember ian  sanks i  

admin is t r a t i f  kepada  se lu ruh  anggota  KPU Kota  Depok.  

Bukt i  in i  ada lah  bukt i  yang  t i dak  te rban tahkan  bahwasanya  

penye lenggaraan  Pemi lukada  Kota  Depok  t i dak  dapat  

d ipe r t anggung  jawabkan  secara  hukum seh ingga  menuru t  Para  

Penggugat  t i dak  layak  dan  t i dak  patu t  untuk  di t i n dak  

lan ju t i  o leh  Penggugat  menerb i t k an  sura t  keputusan  

Halaman  11 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT
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pengesahan  pengangkatan  pasangan  ca lon  te rp i l i h  yang  

notabene  has i l  dar i  proses  penye lenggaraan  Pemi lukada  

yang  cacat  hukum dan  t i dak  dapat  d ipe r t anggung  jawabkan  

secara  

hukum  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa  fak ta  hukum  la i n  yang  seharusnya  menjad i  bahan  

per t imbangan  Tergugat  untuk  t i dak  mengeluarkan  sura t  

keputusan  Tergugat  ada lah  da lam  proses  pengusu lan  

pengesahan  pemberhent i an  dan  pengesahan  pengangkatan  

pasangan  ca lon  Wal iko ta  dan Waki l  Wal iko ta  Depok  te rdapa t  

ha l - ha l  yang  ber ten tangan  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan,  

ya i t u    : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  344  ayat  (1 )  huru f  d  UU 

No.27  Tahun  2009  Tentang  MPR,  DPR,  DPD dan  DPRD 

junc to  Pasa l  66  ayat  (3 )  huru f  b  Pasal  109  ayat  (4 )  

UU  No.32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  

junc to  Pasa l  42  ayat  (1 )  huru f  d UU No.12  Tahun  2008  

ten tang  Perubahan  Kedua  atas  UU No.32  Tahun  2004  

ten tang  Pemer in tahan  Daerah  junc to  Pasa l  99  ayat  (2 )  

PP.  No.6  Tahun  2005  ten tang  Pemi l i han ,  Pengesahan  

Pengangkatan  dan  Pemberhen t i an  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah ,  Pasa l  3 huru f  d PP.  No.16  Tahun  

2010  ten tang  Pedoman Penyusunan  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  

DPRD jo  Pasal  52  ayat  (2 )  Pera tu ran  KPU No.16  Tahun  

2010  ten tang  Pedoman  ta ta  cara  Pelaksanaan  

Rekapi t u l a s i  Hasi l  Penghi t ungan  Pero lehan  suara  Dalam 
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Pemi lukada  Oleh  PPK,  KPU  Kabupaten /Ko ta ,  KPU 

Prov ins i ,  Ser ta  Penetapan  Calon  Terp i l i h ,  Pengesahan  

Pengangkatan  dan  Pelan t i k an ,  d inya takan  bahwasanya  

mengusu lkan  pengesahan  pengangkatan  pasangan  ca lon  

te rp i l i h  has i l  penye lenggaraan  Pemi lukada  ada lah  

kewenangan  at r i bu t i f  DPRD se laku  ins t i t u s i .  Akan 

te tap i  kewenangan  DPRD Kota  Depok  untuk  mengusu lkan  

pasangan  ca lon  te lah  ‘d i l a ncung i ’  o leh  oknum anggota  

DPRD Kota  Depok           (Dr .  Pr i handoko,  M.IT)  yang  

dengan  senga ja  membuat  dan  mengeluarkan  sura t  usu lan  

pengesahan  pengangkatan  pasangan  ca lon  atas  in i s i a t i f  

dan  kehendak  di r i  send i r i  tanpa  sepengetahuan ,  se iz i n  

dan  pengesahan  DPRD  Kota  

Depok   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

b. Berdasarkan   keten tuan  Pasal  29  ayat  (1 )  huru f  c ,  

ayat  (2 )  huru f  a  dan  ayat  (3 )  UU No.32  tahun  2004  

ten tang  Pemer in tahan  Daerah  sebaga imana  te lah  diubah  

beberapaka l i  te rakh i r  dengan  UU No.12  Tahun  2008  

ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  UU No.32  Tahun  2004  

ten tang  Pemer in tahan  Daerah ,  proses  pemberhent i an  dan  

pengusu lan  pengesahan  kepa la  daerah  dan  waki l  kepa la  

daerah  yang  te l ah  berakh i r  masa  jaba tannya  

di l aksanakan  mela lu i  rapa t  par ipu rna  DPRD.  Akan  

te tap i  nyata - nyata  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  in i  d iaba i kan  oleh  oknum anggota  DPRD Kota  

Depok  (Dr .  Pr i handoko,  M.IT)  dengan  cara  sewenang-

wenang  membuat  dan  mengeluarkan  sura t  usu lan  

Halaman  13 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT
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pengesahan  pengangkatan  pasangan  ca lon  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  

Depok   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

c. Bahwa  t i ndakan  sewenang- wenang  oknum  anggota  DPRD 

Kota  Depok  (Dr .  Pr i handoko,  M.IT)  yang  dengan  senga ja  

mengabaikan  atu ran  hukum yang  ber laku  da lam  proses  

usu lan  pengesahan  pengangkatan  pasangan  ca lon  kepa la  

daerah  dan  waki l  kepa la  daerah  te rsebu t  d i i ku t i  pu la  

oleh  Gubernur  Prov ins i  Jawa  Bara t  yang  ser ta  merta  

tanpa  mempert imbangkan  keabsahan  sura t  usu lan  yang  

dibua t  Dr .Pr i handoko ,M. IT ,  menindak lan ju t i n ya  dengan  

menyampaikan  sura t  usu lan  pengesahan  pemberhent i an  

dan  pengesahan  pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok per iode  jaba tan  2011- 2016  ; - - - - - - - - - -

d. Pengusu lan  pengesahan  pengangka tan  pasangan  ca lon  

te rp i l i h  t i dak  berdasarkan  ber i t a  acara  dan  berkas  

pemi l i han  dar i  KPU Kota  Depok.  Bukt i nya  adalah  adanya  

perbedaan  nama  ca lon  Waki l  Wal iko ta  Depok  yang  

disahkan  oleh  Tergugat  yang  seharusnya  berdasarkan  

ber i t a  acara  dan  berkas  pemi l i han  KPU Kota  Depok  

dican tumkan  nama                  Dr .  Mohammad Id r i s ,  

MA.,  te tap i  o leh  Tergugat  d ican tumkan  nama      Dr .  

KH.  M.  Id r i s  Abdul  Shomad,  MA.,  sebaga imana  dalam 

sura t  keputusan  Terguga t .  Hal  in i  je l as  ber ten tangan  

dengan  keten tuan  Pasa l  109  ayat  (4 )  UU No.32  Tahun  

2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  sebaga imana  te l ah  

diubah  te rakh i r  dengan  UU No.12  Tahun  2008  ten tang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Perubahan  Kedua  Atas  UU No.32  Tahun  2004  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah  jo   Pasa l  99  ayat  (2 )  PP 6 Tahun  

2005  ten tang  Pemi l i han ,  Pengesahan  Pengangkatan  dan  

Pemberhent i an  Kepala  daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

jo  Pasa l  52  ayat  (2 )  Pera tu ran  KPU No.16  tahun  2010  

ten tang  Pedoman  Tata  Cara  Pelaksanaan  Rekapi tu l a s i  

Hasi l  Penghi tungan  Pero lehan  Suara  Dalam  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Oleh  PPK,  

KPU Kabupaten /Ko ta ,  dan KPU Prov ins i ,  Ser ta  Penetapan  

Calon  Terp i l i h ,  Pengesahan  Pengangkatan ,  dan  

Pelan t i k an .  Dengan mencantumkan  nama Dr.  KH.  M. Id r i s  

Abdul  Shomad,  MA.,  da lam  sura t  keputusan  Terguga t  

je l as  dan nyata  t i dak  sesua i  dengan  berkas  dan ber i t a  

acara  pemi l i han  KPU Kota  Depok  dan  mengacu  kepada  

ka idah  admin is t r a s i  ta ta  usaha  negara  cacat  

hukum  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

13.  Bahwa  sete lah  nyata - nyata  berdasarkan  fak ta - fak ta  

hukum yang  te rungkap  proses  penye lenggaraan  Pemi lukada  

Kota  Depok  secara  hukum  t i dak  dapat  d ipe r t anggung  

jawabkan,  seharusnya  Terguga t  t i dak  memaksakan  kehendak  

untuk  memproses  dan  mengeluarkan  keputusan  pengesahan  

pengangkatan  ca lon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

menginga t  produk- produk  hukum te rka i t  yang  menjad i  dasar  

penerb i t an  sura t  keputusan  Tergugat  cacat  hukum  atau  

set i dak - t i daknya   t i dak  dapat  d ipe r t anggung  jawabkan  

secara  hukum 

ya i t u   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Produk- produk  hukum KPU Kota  Depok  yang  dike lua r kan  

dan  te rka i t  tahapan   penye lenggaraan  Pemi lukada  Kota  

Depok  bata l  demi  hukum sehubungan  dengan  Putusan  PTUN 

Bandung  Nomor  : 71/G/2010 /PTUN- BDG tangga l  15 Desember  

2010   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

b. Sura t  Usulan  Pengesahan  Pengangkatan  Pasangan  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  yang  dibua t  o leh  

Dr.  Pr ihandoko ,M. IT . ,  cacat  hukum sete lah  dinya takan  

cacat  admin i s t r a s i  o leh  DPRD  Kota  

Depok ; - - - - - - - - - - - - -

c. Sura t  Gubernur  Prov ins i  Jawa Bara t  ten tang  pengusu lan  

Pengesahan  Pengangkatan  Pasangan  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  caca t  hukum karena  menggunakan  berkas  

has i l  pemi lukada  Kota  Depok  yang  bata l  demi  hukum dan  

sura t   Dr .Pr i handoko ,M. IT . ,  yang  cacat  hukum ; - - -   

14. Bahwa  t i ndakan  sewenang- wenang  dan  pemaksaan  kehendak  

Tergugat  menerb i t kan  sura t  keputusannya   te l ah  

menimbulkan  kerug ian  bag i  Penggugat  ba ik  secara  mater i l  

maupun  immater i l .  Penggugat  merasa  d i rug i kan  secara  

mater i l  karena  da lam  mengiku t i  Pemi lukada  Kota  Depok  

se laku  peser ta ,  Penggugat  te l ah  mengeluarkan  biaya  

pol i t i k  yang  sah  menuru t  aturan  yang  ber l aku  (Dana  

Kampanye) ,  sementara  kerug ian  immater i l  yang  dia lami  oleh  

Penggugat  ada lah  tanggung  jawab  mor i l  Penggugat  te rhadap  

masyaraka t  pendukung  Penggugat  yang  secara  ps iko log i s  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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te rpengaruh  oleh  karena  adanya  keputusan  Tergugat  yang  

menutup  kesempatan  Penggugat  memenangi  Pemi lukada  Kota  

Depok  dan  menjad i  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa  kepent i ngan  Penggugat  yang  nyata - nyata  di rug i kan  

oleh  karena  adanya  keputusan  Tergugat  

ada lah   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Kepent i ngan  Penggugat  untuk  mempero leh  pemenuhan  

hak  konst i t u s i o na l  seper t i  per l i n dungan  dan  

per l akuan  yang  adi l  dan  kepas t i an  hukum  dar i  

Tergugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- Kepent i ngan  Penggugat  da lam  ha l  kesempatan  

( oppor tun i t y )  untuk  dapat  mewujudkan  hak  dasar  

Penggugat  duduk  dalam  pemer in tahan  sebaga i  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  mela lu i  

Pemi lukada  Kota  Depok  yang  dise lenggarakan  secara  

fa i r ,  ju j u r  dan  adi l  sesua i  keten tuan  pera tu ran  

perundang-

undangan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.  Bahwa  kesempatan  Penggugat  untuk  duduk  dalam 

pemer in tahan  ada lah  hak  dasar  Penggugat  se laku  warga  

negara  yang  di j am in   kons t i t u s i  negara .  Pasal  28D ayat  

(3 )  UUD 1945 menyatakan  bahwa: ” Set iap  warga  negara  berhak  

Halaman  17 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT
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mempero leh  kesempatan  yang  sama  dalam  pemer in tahan ” .  

Pasal  27  ayat  (1 )  UUD 1945  menyatakan : ” Segala  warga  

negara  bersamaan  kedudukannya  di  da lam  hukum  dan  

pemer in tahan  dan  waj ib  menjun jung  hukum dan  pemer in tahan  

i t u  dengan  t i dak  ada kecua l i n ya ” .  Pasa l  28 D ayat  (1 )  UUD 

1945  menyatakan : “ set i ap  orang  berhak  atas  pengakuan,  

jaminan ,  per l i n dungan ,  dan  kepas t i an  hukum  yang  adi l  

ser ta  per lakuan  yang  sama di  hadapan  hukum” .  Kesempatan  

Penggugat  untuk  duduk  dalam pemer in tahan  se laku  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  dengan  cara  sewenang- wenang  dan  

melanggar  hukum  te lah  di rampas  atau  set i dak - t i daknya  

te l ah  diha lang i  o leh  

Tergugat    ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  berdasarkan  se lu ruh  ura ian  yang  Penggugat  

uta rakan  d i  atas ,  ser ta  dengan menginga t  kedudukan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebaga i  tempat  rakya t  mengadu  dan  mencar i  

kead i l an ,  maka d i i r i n g i  rasa  hormat  dan  harapan  te rpenuh inya  

rasa  kead i l an ,  k i ranya  yang  mul ia  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  cq  Yang  Mul ia  Maj l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  yang  memer iksa ,  mengadi l i  perka ra  yang  

dia j ukan  Penggugat ,  berkenan  member ikan  putusan  sebaga i  

ber i ku t   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Nomor  :

131.32- 62 Tahun 2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa 

Disclaimer
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Barat ,  tangga l  24 Januar i  2011 dan Sura t  Keputusan  Nomor:  

132.32- 63 Tahun 2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  

Jawa Bara t ,  tangga l  24 Januar i  2011 yang  dike lua rkan  oleh  

Tergugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Nomor:  131.32- 62  Tahun  2011  ten tang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  

Prov ins i  Jawa  Bara t ,  tangga l  24  Januar i  2011  dan  Sura t  

Keputusan  Nomor:  132.32- 63  Tahun  2011  ten tang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  

Depok  Prov ins i  Jawa Bara t ,  tangga l  24  Januar i  2011  yang  

dike lua r kan  oleh  

Tergugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  perkara  

in i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam  perkara  in i  Maje l i s  Hakim 

te lah  mener ima  Sura t  Permohonan  In te r vens i   te r t angga l  08  

Agustus  2011  dan  te l ah  dida f t a r kan  pada  Kepani te r aan  Perkara  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  tangga l  08 Agustus  2011  

di  bawah  reg i s t e r  perkara  Nomor  :  82/G/2011 /PTUN- JKT/ INTV. ,  

yang  dia j ukan  oleh  H.  Nur  Mahmudi  Ismai l ,  peker j aan  Wal iko ta  

Depok  dan   H.M.  Id r i s  Abdul  Shomad,  peker j aan  Waki l  Wal iko ta  

Halaman  19 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
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Depok,  masing- masing  berkewarganegaraan  Indones ia ,  

berkedudukan  d i  Ja lan  Margonda  Raya  No.54 ,  Depok.  Dalam ha l  

in i  berdasarkan  Sura t  Kuasa Khusus  te r t angga l  05 Agustus  2011  

dan  te l ah  dipe rba i k i  dengan  Sura tKuasa  Khusus  te r t angga l  16  

Agustus  2011,  member i  kuasa  kepada   Syaf r i z a l ,  SH. ,  Salv i a  

Dona Tr i   P,  SH. ,  MH.,   Yaya  Sudi ra ,  SH. ,   Fuj i  Oktav ian i ,  

SH. ,   Febr ina  Pusp i t a  Sar i ,  SH. ,   Damay  Shendipa ,  SH. ,  

Drs .  Sr i  Utomo. ,  dan   Dodi  Set iawan,  SSTP.  Kesemuanya  

berkewarganegaraan  Indones ia ,  Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  

Pemer in tah  Kota  Depok,  Ja lan  Margonda  Raya  No.54  

Depok   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  permohonan  in te r vens i  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim  te l ah  mengambi l  s ikap  dan  member ikan  Putusan  

Sela  Nomor  :  82/G/2011 /PTUN- JKT pada tangga l  10 Agustus  2011 ,  

yang  pada  pokoknya  mengabulkan  permohonan  Para  Pemohon 

In te r vens i ,  dan  didudukkan  sebaga i  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i  da lam   perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada  har i  s idang  yang  te l ah  

di t en tukan ,  ba ik  Para  Penggugat ,  Terguga t  dan  Para  Terguga t  

I I  In te r vens i  te l ah  datang  menghadap  Kuasa  Hukumnya  masing-

masing  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t  

p ihak  Tergugat  te lah  mengajukan  Jawabannya  secara  te r t u l i s  

te r t angga l  18  Agustus  2011  dalam  pers idangan  tangga l  18 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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Agustus  2011,  sedangkan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  

mengajukan  Jawaban  te r t u l i s n ya  te r t angga l  18  Agustus  2011  

dalam pers idangan  tangga l  19 Agustus  2011,  yang  pada pokoknya  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - -

Jawaban  Tergugat  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Tergugat  menolak  se lu ruh  se lu ruh  dal i l  Para  Penggugat  

kecua l i  yang  secara  tegas  diaku i  da lam  Jawaban  

in i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

I .  GUGATAN  KABUR/KELIRU/TIDAK  JELAS  (OBSCURE 

LIBELUM)  : - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sete lah  Tergugat  membaca  dan  mempela ja r i  substans i  

gugatan  Para  Penggugat ,  maka  dalam  Jawaban  in i  per lu  

Tergugat  tegaskan  subs tans i  yang  dia jukan  o leh  Para  

Penggugat  adalah  kabur / ke l i r u / t i d a k  je l as ,  ha l  in i  dapat  

Tergugat  sampaikan  dengan  per t imbangan  dan  alasan- a lasan  

sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  Para  Penggugat  t i dak  je l as  mendal i l k an  hubungan  

anta ra  pos i t a  dengan  pet i t umnya  bahkan  te r j ad i  

inkos i s t ens i  anta ra  pos i t a  dengan  pet i t umnya .  Hal  in i  

dapat  d i l i h a t  dar i  Pundamentum  Petend i  d imana  Para  

Penggugat  mengura i kan  adanya  proses  Pemi lukada  yang  

Halaman  21 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT
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te r j ad i  d i  Kota  Depok,  namun  dis i s i  la i n  d i  da lam 

Pet i t umnya  angka  2  Para  Penggugat  memohon  “Menyatakan  

bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  

Nomor  :  131.32- 62  Tahun  2011 Tangga l  24  Januar i  2011 

ten tang  Pengesahan  Pemberhen t i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa Bara t  dan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  132.32- 63  Tahun  2011 

Tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhen t i an  

dan  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  

Jawa  Bara t ” ,  dan  dalam  pet i t um  angka  3  Para  Penggugat  

memohon  “Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  

Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  131.32- 62 

Tahun  2011 Tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  

Prov ins i  Jawa  Bara t  dan Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  :  132.32- 63  Tahun  2011 Tangga l  24  Januar i  

2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa 

Bara t ”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  gugatan  Para  

Penggugat  adalah  kabur /ke l i r u / t i d a k  je l as  (obscure  

l i be l um)  karena  anta ra  pos i t a  dan  pet i t umnya  

inkons i s t ens i .   Sehingga  sudah  cukup  bera lasan  hukum 

apab i l a  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  dan mengadi l i  perka ra  

a  quo  untuk  menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  d i t o l a k  

se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  gugatan  Para  Penggugat  

t i dak  dapat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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di t e r ima   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  GUGATAN  KURANG 

PIHAK  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  da lam  mengeluarkan  objek  gugatan  a  quo ,  Tergugat  

t i dak  ser ta  merta  menerb i t kannya  tanpa  dasar .  Dalam  hal  

in i  perbua tan  hukum yang  di l akukan  oleh  Tergugat  merupakan  

perbua tan  hukum  yang  bers i f a t  lan ju t an .  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  dibua t  o leh  Tergugat  t i dak  bers i f a t  

mandi r i  atau  Keputusan  Tata  Usaha  Murn i ,  namun merupakan  

perbua tan  lan ju t an  atas  usu lan  daerah .  Oleh  karena  i t u  

dapat  d ipahami  bahwa Keputusan  yang  d ibua t  o leh  Terguga t  

hanya  bers i f a t  

Pengesahan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Terb i t n ya  objek  gugatan  a  quo  te l ah  mela lu i  atau  

berdasarkan  Keputusan  KPUD  Kota  Depok  Nomor  :  

24/Kpts /R /KPU- Kota- 011.329181 /2010  tangga l  25  Oktober  

2010,  Sura t  Ketua  DPRD Kota  Depok  Nomor  :  172/10- Setwan/11  

tangga l  18  Januar i  2011,  dan  Sura t  Gubernur  Jawa  Bara t  

Nomor  131/285 /Pem.Um  tangga l  19  Januar i  

2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  i t u  Gubernur  Jawa  Bara t ,  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kota  Depok,  dan  KPUD Kota  Depok  t i dak  dapat  

d iaba i kan  keberadaannya  sebaga i  p ihak- p ihak  dalam 

penerb i t an  objek  gugatan  a  quo  o leh  Tergugat .  Maka sudah  

Halaman  23 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT
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seharusnya  Gubernur  Jawa  Bara t ,  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kota  Depok,  dan  KPUD Kota  Depok  dimasukkan  sebaga i  

p ihak  Tergugat  yang  la i nnya  dalam  perkara  a  

quo   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Sehingga  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  seka l i  lag i  

harus  d inya takan  bahwa  gugatan  Para  Penggugat  kurang  

pihak .  Maka  sangat  bera lasan  hukum  apab i l a  Tergugat  

memohon kepada  Maje l i s  Hakim untuk  menyatakan  gugatan  Para  

Penggugat  d i t o l a k  (on tzegd)  dan  t i dak  dapat  

d i t e r ima   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

1.  Bahwa  apa  yang  te rmuat  da lam  ekseps i  merupakan  satu  

kesatuan  yang  t i dak  dapat  d ip i sahkan  dengan  bag ian  dalam 

pokok  perkara  in i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa memang benar  Tergugat  te lah  menerb i t kan  Keputusan  

Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  131.32- 62 Tahun 2011 Tangga l  

24  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhen t i an  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa 

Bara t  dan Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  

132.32- 63  Tahun  2011 Tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  

Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa 

Bara t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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3. Bahwa  Terguga t  menolak  se lu ruh  dal i l  Para  Penggugat  

kecua l i  yang  oleh  Tergugat  secara  te rang  dinya takan  

benar .  Ura ian  yang  ber i s i  tanggapan  peno lakan  te rhadap  

dal i l - da l i l  Para  Penggugat  akan  diu ra i kan  secara  r inc i  

da lam  bag ian  di  bawah 

in i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa Tergugat  da lam  menerb i t kan  Keputusan  a  quo  te l ah  

melakukannya  dengan  sangat  te l i t i  dan  hat i - hat i  dengan  

mendasarkan  pada  3  ( t i ga )  aspek  hukum  utama  dalam 

penyusunan  keputusan  ya i t u  Kewenangan,  Prosedur ,  dan  

Substans i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  dar i  Aspek  Kewenangan,  Menter i  Dalam  Neger i  

mempunya i  kewenangan  untuk  menerb i t kan  Keputusan  a  quo 

berdasarkan  keten tuan  Pasa l  109  ayat  (2 )  Undang- Undang  

Nomor  32 Tahun 2004 ten tang  Pemer in tahan  Daerah  dan Pasa l  

100  ayat  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  

ten tang  Pengesahan,  Pengangkatan  dan Pemberhent i an  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  sebaga imana  d iubah  

te rakh i r  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  49 Tahun 2008.  

In t i  dar i  keten tuan  te rsebu t  ada lah  bahwa  Pengesahan  

Pengangkatan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  atau  Waki l  Wal iko ta  

di l akukan  oleh  Menter i  Dalam Neger i  atas  nama Pres iden  

se lambat - lambatnya  da lam  waktu  30  ( t i ga  pu luh)  

har i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  dar i  Aspek  Prosedur ,  Menter i  Dalam  Neger i  dalam 

Halaman  25 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
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menerb i t kan  Keputusan  a  quo  se la i n  sesua i  dengan  

keten tuan   Pasal  109  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  

ten tang  Pemer in tahan  Daerah  juga  te rdapa t  da lam Pasa l  99,  

Pasa l  100 Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6 Tahun 2005 ten tang  

Pengesahan,  Pengangkatan  dan  Pemberhent i an  Kepala  Daerah  

sebaga imana  diubah  te rakh i r  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  49  Tahun  2008.  Untuk  leb ih  je l asnya  d iku t i p kan  

norma di  atas  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - -

Pasal  109  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  

2004 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1 ) Pengesahan  pengangkatan  pasangan  Calon  Gubernur  dan  

Waki l  Gubernur  te rp i l i h  d i l akukan  oleh  Pres iden  

se lambat - lambatnya  da lam  waktu  30  ( t i ga  pu luh)  

har i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

(2 ) Pengesahan  pengangkatan  pasangan  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  atau  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

te rp i l i h  d i l akukan  oleh  Menter i  Dalam  Neger i  atas  

nama Pres iden  se lambat - lambatnya  dalam waktu  30 ( t i ga  

puluh )  

har i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Pasangan  ca lon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  te rp i l i h  

d iusu l kan  oleh  DPRD  Prov ins i ,  se lambat - lambtanya  

dalam  waktu  3  ( t i ga )  har i  kepada  Pres iden  mela lu i  

Menter i  Dalam  Neger i  berdasarkan  ber i t a  acara  

penetapan  pasangan  ca lon  te rp i l i h  dar i  KPU Prov ins i  

untuk  mendapatkan  pengesahan  

pengangkatan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 ) Pasangan  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  atau  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  diusu l kan  oleh  DPRD 

Kabupaten /Ko ta ,  se lambat - lambatnya  da lam  waktu  3  

( t i g a )  har i ,  kepada  Menter i  Dalam  Neger i  mela lu i  

Gubernur  berdasarkan  ber i t a  acara  penetapan  pasangan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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ca lon  te rp i l i h  dar i  KPU  Kabupaten /Ko ta  untuk  

mendapatkan  pengesahan  

pengangkatan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  99,  Penje lasan  Pasa l  99  ayat  (1 ) ,  dan  Pasal  100  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  

2005   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  

99  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) DPRD Prov ins i  mengusu lkan  pasangan  ca lon  Gubernur  dan  

Waki l  Gubernur  te rp i l i h ,  se lambat - lambatnya  da lam  

waktu  3  ( t i g a )  har i  kepada  Pres iden  mela lu i  Menter i  

Dalam  Neger i  berdasarkan  ber i t a  acara  penetapan  

pasangan  ca lon  te rp i l i h  dar i  KPUD  Prov ins i  dan  

di l engkap i  berkas  pemi l i han  untuk  mendapatkan  

pengesahan  pengangkatan   ; - - - - - -

(2 ) DPRD  Kabupaten /Ko ta  mengusu lkan  pasangan  Calon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  atau  pasangan  ca lon  

Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  te rp i l i h ,  se lambat - lambatnya  

dalam waktu  3 ( t i ga )  har i  kepada  Menter i  Dalam Neger i  

mela lu i  Gubernur  berdasarkan  ber i t a  acara  penetapan  

pasangan  ca lon  te rp i l i h  dar i  KPUD Kabupaten /Ko ta  dan  

di l engkap i  berkas  pemi l i han  untuk  mendapatkan  

pengesahan  

pengangkatan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Berdasarkan  usu l  p impinan  DPRD sebaga imana  d imaksud  

pada  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 ) ,  Pres iden   mengesahkan  

pasangan  ca lon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  te rp i l i h ,  

dan  Menter i  Dalam  Neger i  atas  nama  Pres iden  

mengesahkan  pengangkatan  pasangan  ca lon  Bupat i /Wak i l  

Bupat i  atau  pasangan  ca lon  Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  

se lambat - lambatnya  da lam  waktu  30  ( t i ga  pu luh)  

har i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
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Penje lasan  Pasal  

99   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  

(1 )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengusu lan  pasangan  ca lon  di l akukan  oleh  DPRD,  j i ka  

Ketua  DPRD t i dak  dapat  melaksanakan  tugasnya  d iusu l kan  

oleh  sa lah  satu  Waki l  Ketua  sesua i  dengan  mekanisme yang  

dia tu r  da lam  ta ta  te r t i b  

DPRD  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  

100   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Pengesahan  pengangkatan  pasangan  ca lon  Gubernur /Wak i l  

Gubernur  te rp i l i h  d i l akukan  oleh  Pres iden  se lambat -

lambatnya  dalam  waktu  30  ( t i ga  puluh)  

har i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Pengesahan  pengangkatan  pasangan  ca lon  Bupat i /Wak i l  

Bupat i  atau  pasangan  ca lon  Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  

te rp i l i h  d i l akukan  oleh  Menter i  Dalam  Neger i  atas  

nama Pres iden  se lambat - lambatnya  dalam waktu  30 ( t i ga  

puluh )  

har i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  Bahwa sebaga i  per t imbangan  Maje l i s  Hakim,  Menter i  Dalam 

Neger i  da lam  menetapkan  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  131.32- 62  Tahun  2011 Tangga l  24  Januar i  2011  

ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa Bara t  dan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  132.32- 63 Tahun 2011 

Tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  

dan Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  Depok Prov ins i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Jawa  Bara t  Masa  Jabatan  2011- 2016  atas  

dasar  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Keputusan  KPU  Nomor  24/Kp ts /R /KPU- Kota-

011.329181 /2010  tangga l  25  Oktober  2010  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok  menjad i  Calon  Terp i l i h  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

b. Sura t  Ketua  Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kota  Depok  

Nomor  172/10- Setwan/11  tangga l  18 Januar i  2011  per i ha l  

Usul  Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok Per iode  2011- 2016  ; - -

c . Sura t  Gubernur  Jawa Bara t  Nomor  131/285 /Pem.Um tangga l  

19  Januar i  2011  per iha l  Pengesahan  Pengangka tan  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Terp i l i h  Masa 

Jabatan  2011-

2016  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  di  atas ,  maka  prosedur  penerb i t an  

Keputusan  a  quo  te l ah  sesua i  dan  taa t  asas  sebaga imana  

dia tu r  dalam  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  dar i  Aspek  Substans i ,  se lu ruh  dokumen  di  atas  

sebaga i  dasar  Tergugat  te l ah  menetapkan  dan  mengusu lkan  

Sdr .  Dr .  I r .  H.  Nur  Mahmudi  Isma’ i l ,  M.Sc.  dan  Sdr .  Dr .  

Halaman  29 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT
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KH.  M.  Id r i s  Abdul  Shomad,  MA. sebaga i  Pasangan  Calon  

Terp i l i h  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah   ; - - - - - - - - - - - -   

9. Bahwa  penanganan  sengketa  Pemi lukada  Kota  Depok  te lah  

se lesa i  dengan  te l ah  dipu tusnya  oleh  Mahkamah Konst i t u s i ,  

yang  Putusannya  bers i f a t  f i na l  dan  mengika t  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Putusan  Perkara  Nomor  199/PHPU.D- VI I I / 2 010 ,  

anta ra  Drs .  Gagah  Sunu  Sumantr i  dan  Derry  Dra jad  

se laku  Pemohon,  KPU Kota  Depok  se laku  Termohon,  ser ta  

Dr .  I r .  H.  Nur  Mahmudi  Isma’ i l  dan  Dr.  K.H.  Id r i s  

Abdul  Shomad,  MA  se laku  Pihak  

Terka i t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

b. Putusan  Perkara  Nomor  200/PHPU.D- VI I I / 2 010 ,  anta ra  

Drs .  Badru l  Kamal  dan  I r .  H.A.  Supr i yan to  At ,  MM 

se laku  Pemohon,  KPU Kota  Depok  se laku  Termohon,  ser ta  

Dr .  I r .  H.  Nur  Mahnudi  Isma’ i l  dan  Dr.  K.H.  Id r i s  

Abdul  Shomad,  MA  se laku  Pihak  

Terka i t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

c . Putusan  Perkara  Nomor  201/PHPU.D- VI I I / 2 010 ,  anta ra  

Drs .  Yuyun  Wirasapu t ra ,  MM dan  Prad i  Supr ia t na  se laku  

Pemohon,  KPU Kota  Depok  se laku  Termohon,  ser ta  Dr .  

I r .H .  Nur  Mahmudi  Isma’ i l  dan  Dr.  K.H.  Id r i s  Abdul  

Shomad,  MA  se laku  Pihak  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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Terka i t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dimana  ket i ga  Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  te rsebu t  

te rka i t  sengketa  Pemi lukada  Kota  Depok  yang  Putusannya  

‘ ’Menya takan  Menolak  permohonan  Pemohon  untuk  

se lu ruhnya ’ ’   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Dengan  te l ah  dipu tusnya  sengketa  Pemi lukada  Kota  Depok  

oleh  Mahkamah  Konst i t u s i  te r sebu t ,  maka  sengketa  

Pemi lukada  Kota  Depok  te l ah  se lesa i  dan  Putusannya  

bers i f a t  f i na l  dan 

mengika t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

10.  Bahwa Tergugat  menolak  dengan  tegas  da l i l  Para  Penggugat  

da lam gugatannya  pada  halaman  4 angka  12 huru f  a,  b,  dan 

c yang  menyatakan  “bahwa fak ta  hukum la i n  yang  seharusnya  

menjad i  bahan  per t imbangan  Tergugat  untuk  t i dak  

mengeluarkan  sura t  keputusan  Tergugat  ada lah  dalam proses  

pengusu lan  pengesahan  pemberhen t i an  dan  pengesahan  

pengangkatan  pasangan  ca lon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok te rdapa t  ha l - ha l  yang  ber ten tangan  dengan  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan,  ya i t u  :  . . . . . . . . . . .  

“ .     ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Bahwa dal i l  Penggugat  te rsebu t  ada lah  t i dak  tepa t  karena  

DPRD  Kota  Depok  dalam  mengusu lkan  pasangan  ca lon  

Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  te rp i l i h ,  te l ah  melampui  waktu  3 

( t i ga )  har i  kepada  Menter i  Dalam Neger i  mela lu i  Gubernur  

Halaman  31 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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berdasarkan  ber i t a  acara  penetapan  pasangan  ca lon  

te rp i l i h  dar i  KPUD Kabupaten /Ko ta  dan  di l engkap i  berkas  

pemi l i han  untuk  mendapatkan  pengesahan  pengangkatan .  Hal  

in i  te r l i h a t  da lam Sura t  KPUD Kota  Depok  Nomor  273/KPU-

Kota- 011.329181/X I I / 2 010  tangga l  09 Desember  2011 per iha l  

Penyampaian  Berkas  Pengangkatan  dan  Pengesahan  Wal iko ta  

dan  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016  yang  di tu j u kan  

kepada  Ketua  DPRD Kota  Depok,  sedangkan  DPRD Kota  Depok  

baru  mengajukan  kepada  Menter i  Dalam  Neger i  mela lu i  

Gubernur  Jawa  Bara t  mela lu i  Sura tnya  Nomor  172/10-

Setwan/11  tangga l  18  Januar i  2011  per iha l   Usul  

Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok.  Sehingga  DPRD Kota  Depok  te lah  melampaui  apa  yang  

di te t apkan  dalam  Pasa l  99  ayat  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  6  Tahun  2005  yang  menyatakan  “DPRD Kabupaten /Ko ta  

mengusu lkan  pasangan  Calon  Bupat i /Wak i l  Bupat i  atau  

pasangan  ca lon  Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  te rp i l i h ,  

se lambat - lambatnya  dalam  waktu  3  ( t i ga )  har i  kepada  

Menter i  Dalam Neger i  mela lu i  Gubernur  berdasarkan  ber i t a  

acara  penetapan  pasangan  ca lon  te rp i l i h  dar i  KPUD 

Kabupaten /Ko ta  dan  di l engkap i  berkas  pemi l i han  untuk  

mendapatkan  pengesahan  pengangka tan . ”

Disamping  i t u  Menter i  Dalam  Neger i  atas  nama Pres iden  

menerb i t kan  Keputusan  a quo  pada tangga l  24 Januar i  2011,  

seh ingga  hal  in i  te lah  sesua i  dengan  Pasal  99  ayat  (3 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  yang  berbuny i  

“Berdasarkan  usu l  p impinan  DPRD sebaga imana  dimaksud  pada  

ayat  (1 )  dan  ayat  (2 ) ,  Pres iden   mengesahkan  pasangan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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ca lon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  te rp i l i h ,  dan  Menter i  

Dalam Neger i  atas  nama Pres iden  mengesahkan  pengangkatan  

pasangan  ca lon  Bupat i /Wak i l  Bupat i  atau  pasangan  ca lon  

Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  se lambat - lambatnya  da lam waktu  30  

( t i g a  pu luh)  

har i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas  maka  pengusu lan  

pasangan  ca lon  yang   d i l akukan  oleh  Waki l  Ketua  DPRD,  

ada lah  te l ah  sesua i  dengan  keten tuan  yang  d ia tu r  da lam 

Penje lasan  Pasal  99 Ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6 

Tahun  2005  yang  menyatakan  “ j i k a  Ketua  DPRD t i dak  dapat  

melaksanakan  tugasnya  d iusu l kan  oleh  sa lah  satu  Waki l  

Ketua  sesua i  dengan  mekanisme  yang  dia tu r  da lam  ta ta  

te r t i b  DPRD.”  Dengan  demik ian  mohon pernya taan  Penggugat  

harus lah  dikesampingkan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa Tergugat  menolak  dengan  tegas  da l i l  Para  Penggugat  

da lam  gugatannya  pada  halaman  5  angka  12  huru f  d  yang  

menyatakan  “Pengusu lan  pengesahan  

pengangkatan  . . . . . . . . . . . .  d ican tumkan  nama          Dr .  

Mohammad Id r i s ,  MA te tap i  o leh  Tergugat  d ican tumkan  nama 

Dr.  KH.M.  Id r i s  Abdul  Shomad,  MA,.  sebaga imana  da lam 

sura t  keputusan  Para  Tergugat . . . . . . . . . .  

“    ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dal i l  Para  Penggugat  ada lah  t i dak  berdasarkan  

hukum,  karena  nama Waki l  Wal iko ta  Depok  yang  te rcan tum  

Halaman  33 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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dalam Keputusan  Tergugat  yang  di j ad i kan  sebaga i  ob jek  

gugatan  dalam perkara  a quo ada lah  sesua i  dengan :

a. Keputusan  KPU Kota  Depok  Nomor  24/Kpts /R /KPU- Kota-

011.329181 /  2010  tangga l  25  Oktober  2010  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok  menjad i  Calon  Terp i l i h  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016  dalam Pemi l i han  Umum 

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  2010,  pada  

in t i n ya  te l ah  di te t apkan  Nama Pasangan  Calon  Sdr .  Dr .  

I r .  H.  Nur  Mahmudi  Isma’ i l ,  M.Sc.  dan Sdr .  Dr .  KH.  M.  

Id r i s  Abdul  Shomad,  MA.,  sebaga i  pasangan  ca lon  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

te rp i l i h   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sura t  DPRD Kota  Depok  Nomor  172/10- Setwan/11  tangga l  

18  Januar i  2011  per iha l  Usul  Pengesahan  Pengangkatan  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016,  

yang  di t u j u kan  kepada  Menter i  Dalam  Neger i  mela lu i  

Gubernur  Jawa  Bara t ,  pada  in t i n ya  mengajukan  usu l  

pengesahan  pengangkatan  ca lon  te rp i l i h  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  masa  jaba tan   2011- 2016  Atas  

Nama Dr.  I r .  H.  Nur  Mahmudi  Isma’ i l ,  M.Sc.  dan  Dr.  

KH.  M.  Id r i s  Abdul  Shomad,  MA.,  sebaga i  ca lon  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Sura t  Gubernur  Jawa  Bara t  Nomor  131/285 /Pem.Um 

tangga l  19  Januar i  2011  per iha l  Pengesahan  

Pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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Terp i l i h  Masa  Jabatan  2011- 2016,  yang  di tu j u kan  

kepada  Menter i  Dalam Neger i  Republ i k  Indones ia ,  pada  

in t i n ya  memohon pengesahan  pengangka tan  atas  nama Dr.  

I r .  H.  Nur  Mahmudi  Isma’ i l ,  M.Sc.  dan      Dr .  KH.  M.  

Id r i s  Abdul  Shomad,  MA.,  sebaga i  ca lon  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  Masa  Jabatan  2011-

2016  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Para  Penggugat  te r l a l u  memaksakan  dan  mencar i - car i  

kesa lahan  yang  t i dak  ada  re levans inya  dengan  objek  

gugatan   a quo ,  karena  nama     Dr .  Mohammad Id r i s ,  MA.,  

ataupun  Dr.  KH.  M.  Id r i s  Abdul  Shomad,  MA.,  ada lah  orang  

yang  sama.  Sedangkan  nama dibe lakang  Dr.  Mohammad Id r i s ,  

MA.,  yakn i  Abdul  Shomad  ada lah  nama  dar i  orang tuanya ,  

ket i ka  yang  bersangku tan  menuntu t  i lmu  untuk  mencapa i  

ge la r  Dokto r  pada  Univers i t a s  Is l am  Al  Imam Muhammad Bin  

Su’ud  di  Riyadh  Kera jaan  Saudi  Arab ia  Tahun  1997,  yang  

mana pada  I j azah  Dokto rnya  d iwa j i b kan  untuk  mencantumkan  

nama 

orangtuanya   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  sudah  cukup  

alasan  hukum  bag i  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara  a quo  untuk  menyatakan  menolak  gugatan  

Para  Penggugat  se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  

menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  

(N ie t  Ontvanke l i j k  

Verk laa rd )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  35 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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12. Sebaga i  per t imbangan  Maje l i s  hak im  yang  mul ia  bahwa 

penerb i t an  Keputusan  Tergugat  yang  di j ad i kan  sebaga i  

ob jek  gugatan  dalam  perkara       a  quo  merupakan  

penetapan  yang  te lah  mela lu i  prosedur  hukum yang  dalam 

hal  in i  dapat  d ibuk t i k an  bahwa  sebe lum  penerb i t an  

Keputusan  Tergugat  yang  di j ad i kan  sebaga i  ob jek  gugatan  

dalam  perkara  a  quo ,  te r l eb i h  dahu lu  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  ob jek  gugatan  dalam  perkara  a  quo  te l ah  

mela lu i  prosedur  dan  mengacu  pada  keten tuan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  6 Tahun 2005  dan Undang- Undang Nomor  32  

Tahun  2004  dan  berdasarkan  adanya  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Ber i t a  Acara  KPU  Kota  Depok  Nomor  27/R/KPU-

D/BA/X/2010  tangga l  23  Oktober  2010  ten tang  

Rekapi t u l a s i  Hasi l  Penghi t ungan  Suara  Pemi l i han  Umum 

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  2010  di  

Tingka t  Kota  oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  Depok,  

yang  pada  in t i n ya  menetapkan  jumlah  pero lehan  suara  

sah  te r t i n gg i  sebanyak  227,744  dimenangkan  oleh  

pasangan  ca lon  atas  nama  Dr.  I r .  H.  Nur  Mahmudi  

Isma’ i l ,  M.Sc. ,  dan   Sdr .  Dr .  KH.  M.  Id r i s  Abdul  

Shomad,  MA.; - -

b. Keputusan  KPU Kota  Depok  Nomor  23/Kpts /R /KPU- Kota-

011.329181 /  2010  tangga l  23  Oktober  2010  ten tang  

Penetapan  Rekap i t u l a s i  Hasi l  Penghi t ungan  Suara  

Pemi l i han  Umum Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Tahun 2010 d i  Tingka t  Kota  oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kota  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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Depok   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Ber i t a  Acara  KPU  Kota  Depok  Nomor  28/R/KPU-

D/BA/X/2010  tangga l  25  Oktober  2010,  yang  pada  

in t i n ya  pasangan  ca lon  atas  nama  Dr.  I r .  H.  Nur  

Mahmudi  Isma’ i l ,  M.Sc. ,  dan  Sdr .  Dr .  KH.  M.  Id r i s  

Abdul  Shomad,  MA.,  d i te t apkan  sebaga i  pasangan  ca lon  

te rp i l i h   Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  

2011-

2016  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Keputusan  KPU Kota  Depok  Nomor  24/Kpts /R /KPU- Kota-

011.329181 /  2010  tangga l  25  Oktober  2010  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok  menjad i  Calon  Terp i l i h  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016  dalam Pemi l i han  Umum 

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  2010,  pada  

in t i n ya  te l ah  di te t apkan  Nama Pasangan  Calon  Sdr .  Dr .  

I r .  H.  Nur  Mahmudi  Isma’ i l ,  M.Sc. ,  dan  Sdr .  Dr .  KH.  

M.  Id r i s  Abdul  Shomad,  MA.,  sebaga i  pasangan  ca lon  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

te rp i l i h   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Sura t  Ketua  DPRD Kota  Depok  Nomor  172/1040- Setwan/10  

tangga l  20  Desember  2010  per iha l  Permohonan  

Per t imbangan  Hukum,  yang  di tu j ukan  kepada  Menter i  

Dalam  Neger i  Cq.  Di r j en  Bina  Otda,  pada  in t i n ya  

memohon  per t imbagangan  hukum  te rka i t  dengan  adanya  

Putusan  PTUN Bandung  Nomor  71/G/2010 /PTUN- BDG dan  

Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  Nomor  200/PHPU.D-

VI I I / 2 010   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah  atas  nama 

Halaman  37 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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Menter i  Dalam Neger i  Nomor  270/4001 /OTDA tangga l  28  

Desember  2010  per i ha l  Per t imbangan  Hukum  Hasi l  

Pemi lukada  Kota  Depok,  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

sengketa  has i l  pemi lukada  Kota  Depok  te lah  dIper i k sa  

dan  dipu tus  oleh  Mahkamah  Konst i t u s i  da lam  perkara  

Nomor  199/PHPU.D- VI I I / 2010  dan  Nomor  201/PHPU.D-

VI I I / 2 010  masing- masing  tangga l  25  November  2010,  

o leh  karena  i t u  sesua i  dengan  Pasal  109  ayat  (4 )  

Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  DPRD Kota  Depok  

harus  meneruskan  usu lan  KPU  Kota  Depok  untuk  

pengesahan  pengangka tan  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok  te rp i l i h  kepada  Menter i  Dalam  Neger i  mela lu i  

Gubernur  Jawa Bara t ,  dan  sesua i  Sura t  Edaran  Menter i  

Dalam Neger i  Nomor  120/1559 /SJ  tangga l  27  Jun i  2005,  

Gubernur  menyampaikan  usu l  pengesahan  pengangkatan  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  te rp i l i h  kepada  Menter i  

Dalam  Neger i  berdasarkan  berkas  pemi l i han  yang  

disampaikan  oleh  KPU  Kota  

Depok   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Sura t  DPRD Kota  Depok  Nomor  172/10- Setwan/11  tangga l  

18  Januar i  2011  per iha l  Usul  Pengesahan  Pengangkatan  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016,  

yang  di tu j ukan  kepada  Menter i  Dalam  Neger i  mela lu i  

Gubernur  Jawa  Bara t ,  pada  in t i n ya  mengajukan  usu l  

pengesahan  pengangka tan  ca lon  te rp i l i h  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  masa  jaba tan   2011- 2016  Atas  

Nama Dr.  I r .  H.  Nur  Mahmudi  Isma’ i l ,  M.Sc. ,  dan  Dr.  

KH.  M.  Id r i s  Abdul  Shomad,  MA.,  sebaga i  ca lon  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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h. Sura t  Gubernur  Jawa  Bara t  Nomor  131/285 /Pem.Um 

tangga l  19  Januar i  2011  per iha l  Pengesahan  

Pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Terp i l i h  Masa  Jabatan  2011- 2016,  yang  di tu j u kan  

kepada  Menter i  Dalam Neger i  Republ i k  Indones ia ,  pada  

in t i n ya  memohon pengesahan  pengangka tan  atas  nama Dr.  

I r .  H.  Nur  Mahmudi  Isma’ i l ,  M.Sc. ,  dan  Dr.  KH.  M.  

Id r i s  Abdul  Shomad,  MA.,  sebaga i  ca lon  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  Masa  Jabatan  2011-

2016  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i . Atas  usu lan  Gubernur  Jawa  Bara t ,   Menter i  Dalam 

Neger i  menerb i t kan  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  131.32- 62  Tahun  2011 Tangga l  24  Januar i  2011 

ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa  Bara t  dan  

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  132.32- 63  Tahun 

2011 Tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  

Wal iko ta  Depok Prov ins i  Jawa Bara t  ;

Hal  in i  menunjukkan  bahwa  Tergugat  da lam  menja lankan  

tugas  dan fungs inya  dalam menerb i t kan  ob jek  gugatan  a quo 

te lah  mela lu i  prosedur ,  mekanisme  dan  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  atau  dengan  

kata  la i n  Tergugat  t i dak  dalam  pos is i  on  rechmat i ge  

overhe idsdaad   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  se lu ruh  dal i l  dan  fak ta  hukum ser ta  argumentas i  

te rsebu t  d i  atas ,   mohon  k i ranya   Maje l i s  Hakim   yang  

memer iksa   perkara   in i  berkenan  member ikan  putusan  dengan  

amar  putusan  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  39 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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DALAM 

EKSEPSI  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Memer iksa  dan  memutus  ekseps i  te r l eb i h  dahu lu  sebe lum 

pemer iksaan  pokok  

perkara   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Mener ima  ekseps i  Tergugat  

se lu ruhnya   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

3. Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Menolak  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  sah  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  

131.32- 62  Tahun  2011 Tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  

Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  

Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa Bara t  dan Keputusan  Menter i  

Dalam  Neger i  Nomor  132.32- 63  Tahun  2011 Tangga l  24 

Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  

Jawa Bara t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Membebankan  Para  Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

yang  t imbu l  da lam  perkara  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jawaban   Para   Tergugat   I I  

In te r vens i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

I .  DALAM 

EKSEPSI   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. Gugatan  Kabur /Ke l i r u /  Tidak  Je las  ( Obscure  

Libe lum )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  gugatan  yang  dia j ukan  Para  Penggugat  kabur  /  

ke l i r u  /  t i dak  je l as ,  karena  Para  Penggugat  t i dak  

je l as  mendal i l k an  hubungan  anta ra  pos i t a  dengan  

pet i t umnya   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa da lam pos i t a  gugatan  halaman 3 angka  8,  angka  9,  

ha laman 4 angka  10,  angka  11 Para  Penggugat  menyatakan  

bahwa  proses  penye lenggaraan  Pemi lukada  Kota  Depok  

yang  cacat  hukum.  Namun  da lam  pet i t umnya   Para  

Penggugat  memohon:  “Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  

Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor:  131.32- 62  

Tahun  2011  tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  

Depok  Prov ins i  Jawa Bara t  dan  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor:  132.32- 63  Tahun  2011  tangga l  24  Januar i  

2011   ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa Bara t ”  

Halaman  41 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  maka  gugatan  Para  Penggugat  menjad i  

kabur / ke l i r u /  t i dak  je l as  ( obscure  l i be l um )  karena  

anta ra  pos i t a  dan  pet i t umnya  t i dak  kons is t en .  Sehingga  

sudah  cukup  bera lasan  apab i l a  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  aquo  untuk  menyatakan  

gugatan  Para  Penggugat  di to l ak  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

B.  Gugatan  Salah  Obyek  (e r ro r  in  

ob jec to )   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa  sete lah  membaca  gugatan  Para  Penggugat  da lam 

Posi t a  angka  8,  angka  9,  angka  10  dan  angka  11  Para  

Penggugat  mendal i l k an  gugatan  te rka i t  proses  

penye lenggaraan  Pemi lukada  Kota  Depok,  berka i t an  

dengan  hal  te r sebu t  seharusnya  obyek  gugatan  Para  

Penggugat  adalah  Sura t  Keputusan  KPUD Kota  Depok  Nomor  

:  24/Kpts /R /KPU- Kota- 011.329181/2010  tangga l  25 

Oktober  2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  menjad i  Calon  Terp i l i h  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016  

dalam Pemi l i han  Umum Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Tahun  2010,  karena  penetapan  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  te rp i l i h  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  

107  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008   jo .  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
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Pasa l  109  ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  

jo .  Pasa l  46  ayat  (2 )  Pera tu ran  KPU Nomor  16  Tahun  

2010,  yang  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Pasal  107  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  
2008  : - - - - - - - - - - -

“Apab i l a  Keten tuan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  
(1 )  t i dak  te rpenuh i ,  pasangan  Calon  Kepala  Daerah  
dan Waki l  Kepala  Daerah  yang  mempero leh  suara  leb ih  
dar i  30% dar i  jumlah  suara  sah,  pasangan  ca lon  yang  
pero lehan  suaranya  te rbesar  d inya takan  sebaga i  
pasangan  ca lon  
te rp i l i h ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
 

b.  Pasa l  109  ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  
2004  ; - - - - - - - - - - -

“Pasangan  ca lon  bupat i  dan  waki l  bupat i  atau  
wal i ko ta  dan  waki l  wal i ko ta  diusu l kan  o leh  DPRD 
kabupaten /ko ta ,  se lambat - lambatnya  dalam  waktu  3  
( t i g a )  har i ,  kepada  Menter i  Dalam  Neger i  mela lu i  
Gubernur  berdasarkan  ber i t a  acara  penetapan  
pasangan  ca lon  te rp i l i h  dar i  KPU kabupaten /ko ta  
untuk  mendapatkan  pengesahan  pengangkatan ”  
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c .  Pasa l  46  ayat  (2 )  Pera tu ran  KPU Nomor  16  Tahun  
2010.

“ Apabi la  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  
(1)  t idak  terpenuh i ,  pasangan  calon  kepala  daerah  
dan waki l  kepala  daerah  yang memperoleh  suara  leb ih  
dar i  30% ( t i ga  puluh  persen)  dar i  jumlah  suara  
sah,  pasangan  ca lon  yang  pero lehan  suaranya  
te rbesa r  d i t e t apkan  sebaga i  pasangan  ca lon  
te rp i l i h  dengan  Keputusan  KPU  Prov ins i  atau  
Keputusan  KPU Kabupaten/Kota ”  ; - - -
 

Sedangkan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor:  

131.32- 62  tahun  2011  tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  

Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  

Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa  Bara t  dan  Keputusan  

Menter i  Dalam Neger i  Nomor  132.32- 63 Tahun  2011  tangga l  

24  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhen t i an  dan  

Halaman  43 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
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Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  

Jawa  Bara t  hanya lah  perbua tan  hukum  yang  bers i f a t  

lan ju t an  dar i  Keputusan  KPUD Kota  Depok   seh ingga  

Keputusan  a  quo  d ibua t  t i dak  secara  ser ta  merta  dan  

t i dak  bers i f a t  mandi r i  atau  bukan  murn i  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara .  Dengan  demik ian  gugatan  Para  Penggugat  

ada lah  sa lah  obyek  (e r ro r  in  ob jec to )  ; - - -

I I .  DALAM  POKOK 

PERKARA : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bahwa  apa  yang  te lah  diu ra i kan  dalam  ekseps i  Para  

Tergugat  I I  In te r vens i  merupakan  bag ian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dar i  pokok  perkara  in i  ; - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa Para  Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  

se lu ruh  dal i l - da l i l  gugatan  Para  Penggugat  kecua l i  

yang  diaku i  dengan  tegas - tegas  

kebenarannya   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa Para  Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  

dal i l  Para  Penggugat  da lam  gugatannya  pada  ha laman  3 

angka  8  dan  angka  9,  ser ta  ha laman  4  angka  10  dan  

angka  11 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Para  Penggugat  te l ah  sa lah  dan  ke l i r u  da lam 

memahami  penye lesa ian  sengketa  Pemi lukada  yang  menuru t  

Para  Penggugat  be lum  tun tas  sehubungan  dengan  adanya  

permasa lahan  hukum te rka i t  dengan  Putusan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Bandung   tangga l  15  Desember  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa berdasarkan  keten tuan   Pasal  236  C Undang- Undang  

Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  Nomor  32 Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  

Daerah ,  “ penanganan  sengketa  has i l  pengh i t ungan  suara  

pemi l i han  kepa la  daerah  dan  waki l  kepa la  daerah  oleh  

Mahkamah  Agung  dia l i h kan  kepada  Mahkamah  Konst i t u s i  

pa l i ng  lama  18  (de lapan  belas )  bu lan  se jak  undang-

undang in i  d iundangkan ”  ; - - - -  

Adapun  kewenangan  Mahkamah Konst i t u s i  da lam penanganan  

sengketa  Pemi lukada  t i dak  hanya  te rba tas  pada  

“ penanganan  sengketa  has i l  pengh i t ungan  suara  

Pemi lukada”  namun  mel ipu t i  juga  penanganan  masalah-

masalah  yang  juga  te r j ad i  da lam  proses- proses  

pelaksanaan  Pemi lukada .  Hal  in i  te rcan tum  je l as  da lam 

Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  Nomor  200/PHPU.D-

VI I I / 2 010 ,  yang  menyatakan :  “ dalam  mengemban  mis inya  

Mahkamah  sebaga i  pengawal  konst i t u s i  dan  pember i  

kead i l an  t i dak  dapat  memainkan  perannya  dalam  

mewujudkan  c i ta - c i t a  dan  tu j uan  negara  dalam  

member ikan  kead i l an  dan  kese jah te raan  bag i  warga  

masyaraka t  j i ka  da lam  menangan i  sengketa  Pemi lukada  

hanya  menghi tung  pero lehan  suara  secara  matemat i s .  

Sebab  ka lau  demik ian ,  Mahkamah  t i dak  dapat  atau  

di l a r ang  memasuk i  proses  perad i l an  dengan  memutus  

fak ta  hukum  yang  nyata - nyata  te rbuk t i  ten tang  

te r j ad i nya  suatu  t i ndakan  hukum yang  mencedera i  hak-

hak  asas i  manusia  te ru tama  hak  pol i t i k .  Lebih  dar i  

i t u ,  apab i l a  Mahkamah  dipos i s i k an  untuk  membiarkan  

proses  Pemi lu  ataupun  Pemi lukada  ber langsung  tanpa  

kete r t i b an  hukum maka  pada  akh i rnya  sama sa ja  dengan  

membiarkan  te r j ad i n ya  pelanggaran  atas  pr ins i p  Pemi lu  

Halaman  45 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT
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yang  luber  dan  ju rd i l .  J ika  demik ian  maka  Mahkamah  

se laku  ins t i t u s i  negara  pemegang  kekuasaan  kehak iman  

hanya  dipos i s i k an  sebaga i  “ tukang  stempel ”  da lam  

meni la i  k ine r j a  Komis i  Pemi l i han  

Umum”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Bahwa  dar i  pandangan  hukum di  atas ,  Mahkamah  dalam 

mengadi l i  sengketa  Pemi lukada  t i dak  hanya  membedah 

permohonan  dengan  mel iha t  has i l  pero lehan  suara  an 

s ich ,  mela inkan  Mahkamah juga  menel i t i  secara  mendalam 

adanya  pelanggaran  yang  bers i f a t  te rs t r u k t u r ,  

s is t emat i s ,  dan  masi f  yang  mempengaruh i  has i l  

pero lehan  suara  te rsebu t .  Dalam  berbaga i  putusan  

Mahkamah  yang  seper t i  i t u  te rbuk t i  te l ah  member ikan  

makna  hukum dan  kead i l an  dalam penanganan  permohonan,  

ba ik  dalam  rangka  pengu j i an  undang- undang  maupun 

sengketa  Pemi lu  atau  Pemi lukada .  Dalam  prak t i k  yang  

sudah  menjad i  yur i sp rudens i  dan  di te r ima  sebaga i  

so lus i  hukum i t u ,  Mahkamah dapat  meni la i  pe langgaran-

pelanggaran  yang  te rs t r u k t u r ,  s is t emat i s ,  dan  masi f  

sebaga i  penentu  putusan  dengan  alasan  pelanggaran  yang  

memi l i k i  t i ga  s i f a t  i t u  dapat  memengaruh i  has i l  

per ingka t  pero lehan  suara  yang  s ign i f i k an  dalam Pemi lu  

atau  

Pemi lukada”   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Bahwa  dasar  kons t i t u s i o na l  atas  s ikap  Mahkamah  yang  

seper t i  i t u  ada lah  keten tuan  Pasa l  24C ayat  (1 )  UUD 

1945  yang  menyatakan ,  “Mahkamah  Konst i t u s i  berwenang  

mengadi l i ,  dan  memutus  perse l i s i h an  ten tang  has i l  

pemi l i han  umum”.  Di  da lam  keten tuan  te rsebu t  je l as  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dinya takan  bahwa Mahkamah mengadi l i  dan  memutus  “has i l  

pemi l i han  umum”  dan  bukan  sekedar  “has i l  pengh i t ungan  

suara  pemi l i han  umum”  sa ja .  Mahkamah  sebaga i  lembaga  

perad i l an  menjad i  leb ih  tepa t  j i k a  mengadi l i  “has i l  

pemi l i han  umum” dan bukan  sebaga i  perad i l an  angka  has i l  

pengh i t ungan  suara ,  mela inkan  sebaga i  perad i l a n  yang  

mengadi l i  masalah- masalah  yang  juga  te r j ad i  da lam 

proses- proses  pelaksanaan  Pemi lu  dan 

Pemi lukada”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  atas  dasar  kewenangan  yang  dibe r i kan  o leh  

Undang- Undang  maka penanganan  sengke ta  Pemi lukada  Kota  

Depok  te lah  se lesa i   bers i f a t  f i na l  dan  mengika t  

dengan  te l ah  dipu tusnya  sengketa  Pemi lukada  Kota  

te rsebu t  o leh  Mahkamah  Konst i t u s i  

mela lu i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Putusan  Perkara  Nomor  199/PHPU.D- VI I I / 2 010  tangga l  

25  November  2010,   anta ra  Drs .  Gagah Sunu Sumant r i  

dan  Derry  Dra jad  se laku  Pemohon,  KPU Kota  Depok  

se laku  Termohon,   ser ta  Dr .  I r .  H.  Nur  Mahmudi  

Isma’ i l  dan  Dr.  K.H.  Id r i s  Abdul  Shomad,  MA se laku  

Pihak  

Terka i t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Putusan  Perkara  Nomor  200/PHPU.D- VI I I / 2 010  tangga l  

25  November  2010,  anta ra  Drs .  Badru l  Kamal  dan  I r .  

H.A.  Supr i yan to  At . ,  MM se laku  Pemohon,  KPU Kota  

Depok  se laku  Termohon,   ser ta  Dr .  I r .  H.  Nur  

Mahmudi  Isma’ i l  dan Dr.  K.H.  Id r i s  Abdul  Shomad,  MA 

se laku  Pihak  

Terka i t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  47 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Putusan  Perkara  Nomor  201/PHPU.D- VI I I / 2 010  tangga l  

25 November  2010,  anta ra  Drs .  Yuyun Wirasaput ra ,  MM 

dan Prad i  Supr ia t na  se laku  Pemohon ,  KPU Kota  Depok  

se laku  Termohon,   ser ta  Dr .  I r .  H.  Nur  Mahmudi  

Isma’ i l  dan  Dr.  K.H.  Id r i s  Abdul   Shomad,  MA.,  

se laku  Pihak  

Terka i t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

      Dimana  ket i ga  Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  

te rsebu t   te rka i t  sengketa  Pemi lukada  Kota  Depok  te l ah  

memutuskan:  “ Menyatakan   Menolak  Permohonan  Pemohon  

untuk  

se lu ruhnya ”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Dengan  te l ah  dipu tusnya  sengketa  Pemi lukada  Kota  Depok  

oleh  Mahkamah  Konst i t u s i  te r sebu t ,  maka  sengketa  

Pemi lukada  Kota  Depok  te lah  se lesa i  ser ta  bers i f a t  

f i na l  dan 

mengika t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sela in  ha l  te r sebu t  d ia tas  se lama  kurun  waktu  

per ja l anan  Pemer in tahan  Kota  Depok  dalam  kepemimpinan  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Terp i l i h  (Per i ode  

Januar i  2011  – sampai  dengan  saat  in i )  yang  d idasarkan  

keputusan  KPUD Kota  Depok  Nomor  24/Kpts /R /KPU- Kota-

011.329181 /  2010   tangga l  25  Oktober  2010  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok  menjad i  Calon  Terp i l i h  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016  dalam  Pemi l i han  Umum 

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  2010,  dan  

disahkan  oleh  Menter i  Dalam Neger i  ber j a l an  lancar  dan  

Disclaimer
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kondus i f ,  ha l  in i  dapat  d i l i h a t  

dar i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 )  Di te r ima  dan diaku inya  keberadaan  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  te rp i l i h  da lam  rapa t - rapa t  

Sidang  Par ipu rna  yang  dise lenggarakan  o leh  DPRD 

Kota  Depok  dan  per temuan- per temuan  dengan  

masyaraka t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Banyaknya  produk- produk  hukum bersama  anta ra  DPRD 

Kota  Depok  dengan  Pemer in tah  Kota  Depok  yang  lah i r  

se lama  kurun  waktu  

te rsebu t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bahwa Para  Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  

dal i l  Para  Penggugat  pada  gugatannya  di  ha laman  4  dan  

halaman  5  angka  12    huru f  a,  huru f  b,  dan  huru f  c  

yang  menyatakan  bahwa  “p roses  pengusu lan  pengesahan  

pemberhent i an  dan  pengesahan  pengangkatan  pasangan  

ca lon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang-

undangan”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  proses  pengusu lan  pengesahan  pemberhent i an  dan  

pengesahan  pengangkatan  pasangan  ca lon  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  te lah  sesua i  dengan  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  hal  in i  

dapat  d i l i h a t  da lam  keten tuan  perundang- undangan  

sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  49 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasal  109  ayat  (4 )  

Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dinya takan  bahwa 

“ Pasangan  ca lon  bupat i  dan  waki l  bupat i  atau  

wal i ko ta  dan  waki l  wal i ko ta  diusu l kan  oleh  DPRD 

kabupaten / ko ta ,  se lambat - lambatnya  dalam  waktu  3  

( t i ga )  har i ,  kepada  Menter i  Dalam  Neger i  mela lu i  

Gubernur  berdasarkan  ber i t a  acara  penetapan  

pasangan  ca lon  te rp i l i h  dar i  KPU kabupaten / ko ta  

untuk  mendapatkan  pengesahan  pengangkatan ”  ; - - - -

b. Bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasal  99  ayat  (2 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  ten tang  

Pemi l i han ,  Pengesahan  Pengangkatan ,  Dan 

Pemberhent i an  Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  

Daerah ,  menyatakan  “   DPRD  kabupaten /ko ta  

mengusu lkan  pasangan  ca lon  Bupat i /Wak i l  Bupat i  atau  

pasangan  ca lon  Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  te rp i l i h ,  

se lambat - lambatnya   da lam  waktu   3   ( t i ga )   har i  

kepada    Menter i  Dalam    Neger i    mela lu i  

Gubernur   berdasarkan    ber i t a  acara  penetapan  

pasangan  ca lon  te rp i l i h  dar i  KPUD kabupaten /ko ta  

dan  di l engkap i  berkas  pemi l i han  untuk  mendapatkan  

pengesahan  

pengangkatan ”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Bahwa  berdasarkan  Pasa l  99  ayat  (3 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005,  d inya takan  bahwa “  

Berdasarkan  usu l  Pimpinan  DPRD sebaga imana dimaksud  

pada  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 ) ,  Pres iden  mengesahkan  

pasangan  ca lon  Gubernur  dan   Waki l  Gubernur  

te rp i l i h ,  dan  Menter i  Dalam  Neger i  atas  nama 

Disclaimer
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Pres iden  mengesahkan  pengangkatan  pasangan  ca lon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  atau  pasangan  ca lon  

Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  se lambat - lambatnya  da lam  

waktu  30  ( t i ga  pu luh )  

har i ”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

d. Berdasarkan  pen je lasan  Pasa l  99  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005,  d inya takan  “  

Pengusu lan  pasangan  ca lon  di l akukan  oleh  DPRD, j i ka  

Ketua  DPRD  t i dak  dapat  melaksanakan  tugasnya  

diusu l kan  oleh  sa lah  satu  Waki l  Ketua  sesua i  dengan  

mekanisme  yang  dia tu r  da lam  ta ta  te r t i b  

DPRD”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Sela in  i t u  berdasarkan  Sura t  Menter i  Dalam Neger i  

Nomor  120/1559 /SJ  tangga l  27  Ju l i  2005  Per iha l  

Penyampaian  Hasi l  Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan Waki l  

Kepala  Daerah,  huru f  b  angka  3  menje laskan  bahwa 

usu l  pengesahan  pengangkatan  Bupat i /Wak i l  Bupat i  

atau  Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  d isampaikan  o leh  Ketua  

DPRD,  dan  apab i l a  Ketua  DPRD  t i dak  dapat  

melaksanakan  tugasnya ,  usu l  d imaksud  d isampaikan  

oleh  sa lah  satu  Waki l  Ketua  DPRD  ; - - - - - - - - - - - -

       Dengan  demik ian  usu l  pengesahan  pengangkatan  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016  

yang  dia jukan  oleh  DPRD Kota  Depok  dan  di tanda tangan i  

o leh  Waki l  Ketua  DPRD Dr.  Pr ihandoko ,  M.IT   te lah  

sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku ,  karena  pada  saat  i t u  Ketua  DPRD Kota  

Depok  t i dak  dapat  melaksanakan  tugasnya ,  ha l  in i  

berdasarkan  fak ta - fak ta  sebaga i  ber i ku t  : - -

Halaman  51 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT
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1)  Bahwa berdasarkan  Pasa l  109  ayat  (4 )  Undang- Undang  

Nomor  32 Tahun 2004 jo .  Pasa l  99 ayat  (2 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  6 Tahun 2005 jo .  Pasa l  52 ayat  (2 )  

Pera tu ran  KPU Nomor  16  tahun  2010  d inya takan  :  

“ DPRD kabupaten / ko ta  mengusu lkan  pasangan  ca lon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  atau  pasangan  ca lon  

Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  te rp i l i h ,  se lambat -

lambatnya   da lam  waktu   3   ( t i ga )   har i   kepada  

Menter i  Dalam    Neger i    mela lu i    Gubernur  

berdasarkan    ber i t a  acara  penetapan  pasangan  ca lon  

te rp i l i h  dar i  KPUD kabupaten / ko ta  dan  di l engkap i  

berkas  pemi l i han  untuk  mendapatkan  pengesahan  

pengangkatan ”    ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Bahwa KPUD Kota  Depok te l ah  menetapkan  ber i t a  acara  

penetapan  pasangan  ca lon  te rp i l i h  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  per iode  2011  -  2016  dengan  

ber i t a  acara  Nomor  28/R/KPU- D/BA/X/2010  pada  

tangga l  25 Oktober  2010,  dan  KPUD Kota  Depok  te l ah  

menetapkan  Keputusan  Nomor  24/Kpts /R /KPU- Kota-

011.329181 /  2010  tangga l  25  Oktober  2010  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  menjad i  Calon  Terp i l i h  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016  da lam 

Pemi l i han  Umum Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Tahun 2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

3) KPUD Kota  Depok  te l ah  menyampaikan  sura t  kepada  

Ketua  DPRD Kota  Depok  pada  tangga l  9 November  2010  

mela lu i  sura t  Nomor  273/KPU- Kota-

011.329181 /X I I / 2 010  per i ha l  penyampaian  berkas  

pengangkatan  dan  pengesahan  Wal iko ta  dan  Waki l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Wal iko ta  Depok  per iode  2011  – 

2016   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4) Pada tangga l  20 Desember  2010 Ketua  DPRD kota  Depok  

menyampaikan  sura t  kepada  Menter i  Dalam Neger i  cq.  

Di r j en  Bina  Otonomi  Daerah  Kementer i an  Dalam Neger i  

mela lu i  sura t  Nomor  172/1040- Setwan/10  per iha l  

permohonan  per t imbangan  hukum,  yang  pada  in t i n ya  

meminta  per t imbangan  hukum  dar i  Menter i  Dalam 

Neger i  te rhadap  Putusan  PTUN Bandung dengan  perkara  

Nomor  71/G/2010 /PTUN- Bdg  ser ta  Putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  Nomor  200/PHPU.D-

VI I I / 2 010   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) Pada tangga l  28 Desember  2010 Di r j en  Otonomi  Daerah  

Kementer i an  Dalam Neger i   menyampaikan  jawaban  atas  

sura t  Ketua  DPRD Kota  Depok  kepada  Gubenur  Jawa 

Bara t  yang  sa lah  satunya  d i  tembuskan  kepada  Ketua  

DPRD Kota  Depok  mela lu i  sura t  Nomor  270/4001 /Otda  

per i ha l  per t imbangan  hukum has i l  pemi lukada  Kota  

Depok  yang  

menyampaikan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

“Sengke ta  has i l  pemi lukada  Kota  Depok  te l ah  

dipe r i k sa  dan  dipu tus  oleh  Mahkamah  Konst i t u s i  

da lam perkara  Nomor  199/PHPU.D- VI I I / 2 010  dan  Nomor  

201/PHPU.D- VI I I / 2 010  masing- masing  tangga l  25  

November  2010,  o leh  karena  i t u  sesua i  dengan  Pasa l  

109 ayat  (4 )  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 DPRD 

Kota  Depok  harus  meneruskan  usu lan  KPU Kota  Depok  

untuk  pengesahan  pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  

Halaman  53 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
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Wal iko ta  Depok te rp i l i h  kepada  Menter i  Dalam Neger i  

mela lu i  Gubenur  Jawa  Bara t .  Apabi l a  Pimpinan  DPRD 

Kota  Depok  t i dak  melaksanakan  keten tuan  te rsebu t  

maka sesua i  Sura t  Edaran  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  

120/1559 /SJ  tangga l  27  Jun i  2005  Gubernur  

menyampaikan  usu l  pengesahan  pengangkatan  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  te rp i l i h  kepada  Menter i  Dalam  

Neger i  berdasarkan  berkas  pemi l i han  yang  

disampaikan  oleh  KPU  Kota  

Depok”    ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) Bahwa pada  tangga l  18 Januar i  2011  DPRD Kota  Depok  

mela lu i  Waki l  Ketua  DPRD ya i t u  Dr .  Pr ihandoko ,  M.IT  

menyampaikan  sura t  Nomor  172/10- Setwan/11  per iha l  

usu l  pengesahan  pengangka tan  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  per iode  2011- 2016  kepada  Menter i  

Dalam  Neger i  Republ i k  Indones ia  mela lu i  Gubernur  

Jawa 

Bara t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Adapun  yang  menjad i  dasar  penyampaian  usu lan  sura t  

te rsebu t  ada lah  Pasa l  109  ayat  (4 )  Undang- Undang  

Nomor  32 Tahun 2004 jo .  Pasa l  99 ayat  (2 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  6 Tahun 2005 jo .  Pasal  52 ayat  (2 )  

Pera tu ran  KPU Nomor  16 tahun  2010  jo .  Sura t  Edaran  

Menter i  Dalam Neger i  Nomor  120/1559 /SJ  tangga l  27 

Jun i  

2005   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dar i  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  berdasarkan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

ya i t u  Pasa l  109  ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  

Disclaimer
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2004  jo .  Pasal  99  ayat  (2 )  dan  Penje lasan  Pasal  99  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6 Tahun  2005   jo .  Pasal  52  

ayat  (2 )  Pera tu ran  KPU Nomor  16  tahun  2010,  DPRD Kota  

Depok  da lam hal  in i  Ketua  DPRD Kota  Depok  t i dak  dapat  

melaksanakan  tugasnya  sesua i  jangka  waktu  yang  te lah  

di t e t apkan  ya i t u  3  ( t i ga )  har i  untuk  mengusu lkan  

pengesahan  pengangkatan  pasangan  ca lon  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  per iode  2011-

2016  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Sela in  i t u  Para  Penggugat  yang  pada  saat  proses  

penye lenggaraan  pemi lukada  Kota  Depok  merupakan  sa lah  

satu  pasangan  ca lon  yang  diusung  o leh  par ta i - par ta i  

yang  memi l i k i  kurs i  d i  DPRD Kota  Depok  sa lah  satunya  

diusung  oleh  Par ta i  Demokra t  yang  pada  saat  in i  

memegang  kedudukan  sebaga i  Ketua  DPRD Kota  Depok  

ada lah  pasangan  ca lon  yang  secara  pero lehan  suaranya  

t i dak  te rp i l i h .  Dengan  demik ian  hal  in i  menyebabkan  

Ketua  DPRD  Kota  Depok  t i dak  dapat  melaksanakan  

tugasnya  untuk  mengusu lkan  pengesahan  pengangkatan  

pasangan  ca lon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

te rp i l i h   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  usu l  pengesahan  pengangka tan  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016   yang  

dia j ukan  oleh  DPRD Kota  Depok  dan  di tanda tangan i  o leh  

Waki l  Ketua  DPRD Dr.  Pr ihandoko ,  M.IT . ,   te l ah  sesua i  

dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bahwa Para  Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  

Halaman  55 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT
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dal i l  gugatan  pada  halaman  5  angka  12  huru f  d  yang  

mendal i l k an  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Pengusu lan  pengesahan  pengangkatan  pasangan  ca lon  

te rp i l i h  t i dak  berdasarkan  ber i t a  acara  dan  berkas  

pemi l i han  dar i  KPU Kota  Depok.  Bukt i nya  adalah  adanya  

perbedaan  nama  ca lon  Waki l  Wal iko ta  Depok  yang  

disahkan  oleh  Tergugat  yang  seharusnya  berdasarkan  

ber i t a  acara  dan  berkas  pemi l i han  KPU Kota  Depok  

dican tumkan  nama                     Dr .  Mohammad 

Id r i s ,  MA  te tap i  o leh  Tergugat  d ican tumkan  nama 

Dr.KH.M.  Id r i s  Abdul  Shomad,  MA sebaga imana  da lam  

Sura t  Keputusan  Terguga t .  Hal  in i  je l as  ber ten tangan  

dengan  keten tuan  Pasa l  109  ayat  (4 )  UU No.  32  Tahun  

2004  Pemer in tahan  Daerah  sebaga imana  te l ah  diubah  

te rakh i r  dengan  UU No.12  Tahun  2008  ten tang  perubahan  

Kedua  Atas  UU No.  32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  

Daerah  jo .  Pasal  99         ayat  (2 )   PP  Tahun  2005  

ten tang  Pemi l i han ,  pengesahan  pengangkatan  dan  

pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

jo .  Pasa l  52  ayat  (2 )  Perauran  KPU No.  16  Tahun  2010  

ten tang  Pedoman  Tata  Cara  Pelaksanaan  Rekapi t u l a s i  

Hasi l  Penghi tungan  Pero lehan  Suara  da lam  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  o leh  PPK,  

KPU Kabupaten /Ko ta ,  dan  KPU Prov ins i ,  ser ta  penetapan  

Calon  Terp i l i h ,  Pengesahan  Pengangka tan ,  dan  

Pelan t i k an .  Dengan  mencantumkan  nama  Dr.KH.M.  Id r i s  

Abdul  Shomad,  MA  da lam sura t  Keputusan  Tergugat  je l as  

nyata  t i dak  sesua i  dengan  berkas  dan  ber i t a  acara  

pemi l i han  KPU Kota  Depok  dan  mengacu  kepada  ka idah  

admin is t r a s i  ta ta  usaha  negara  caca t  

hukum”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa t i dak  benar  nama yang  te rcan tum  dalam Keputusan  

a  quo  berbeda  dengan  ber i t a  acara  KPU  Kota  

Depok ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  bedasarkan  ber i t a  acara  KPUD Kota  Depok  Nomor 

28/R/KPU- D/BA/X/2010  tangga l  25  Oktober  2010  ten tang  

penetapan  ca lon  te rp i l i h  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok  per iode  2011- 2016,  dan  Keputusan  KPU Kota  Depok  

Nomor  24/Kpts /R /KPU- Kota- 011.329181/2010  tangga l  25 

Oktober  2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  menjad i  Calon  Terp i l i h  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016  

dalam Pemi l i han  Umum Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Tahun  2010,  nama ca lon  te rp i l i h  Waki l  Wal iko ta  Depok  

per iode  2011- 2016  te rcan tum  atas  nama Dr.  KH.  M.  Id r i s  

Abdul  Shomad,  MA.,  dengan  demik ian  nama Waki l  Wal iko ta  

Depok  per iode  2011- 2016  yang  te rcan tum  dalam  sura t  

keputusan  a quo  te l ah  sesua i  dengan  ber i t a  acara  dan 

keputusan  KPU  Kota  

Depok  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa Para  Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  

dal i l  gugatan  pada  halaman 5 angka  13 yang  mendal i l k an  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Bahwa  proses  penye lenggaraan  Pemi lukada  Kota  Depok  

t i dak  dapat  d ipe r t anggung jawabkan . . . . .  menginga t  produk  

hukum  te rka i t  yang  menjad i  dasar  penerb i t an  sura t  

keputusan  Tergugat  cacat  hukum  atau  setdak - t i daknya  

t i dak  dapat  d ipe r t anggung jawabkan  secara  

hukum. . . . . ”   ; - - - - - - - - - - - - -

Halaman  57 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa proses  penye lenggaran  Pemi lukada  Kota  Depok dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  karena  te lah  sesua i  dengan  semua 

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  te rka i t  

penye lenggaraan  pemi lukada  ; - -

Bahwa  sura t  keputusan  a  quo  yang  d i t e rb i t k an  oleh  

Tergugat  sudah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang ber laku ,  ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1)  Pasa l  109  ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  

2004 ; - - - - - - - - - - - -

2) Pasa l  99 ayat  (2 )  dan Penje lasan  Pasal  99 Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  6  Tahun 

2005   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  

te rsebu t ,  produk  hukum yang  menjad i  dasar  penerb i t an  

sura t  keputusan  a quo  ada lah  : - - - - -

1)  Sura t  Gubernur  Jawa  Bara t  Nomor  131/285 /Pem.Um 

tangga l  19  Januar i  2011  per iha l  Pengesahan  

Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Terp i l i h  Masa  Jabatan  

Tahun  2011-

2016  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Sura t  Waki l  Ketua  DPRD Kota  Depok  Nomor  172/10-

Setwa/11  tangga l  18  Januar i  2011  per i ha l  Usul  

Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  dan Waki l  Wal iko ta  

Depok per iode  2011- 2016  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

3) Ber i t a  Acara  KPUD  Kota  Depok  Nomor  28/R/KPU-

D/BA/X/2010  tangga l  25  Oktober  2010  ten tang  

penetapan  ca lon  te rp i l i h  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  per iode  2011-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
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2016  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) Keputusan  KPUD Kota  Depok  Nomor  24/Kpts /R /KPU- Kota -

011.329181 /2010  tangga l  25  Oktober  2010  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  menjad i  Calon  Terp i l i h  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016  da lam 

Pemi l i han  Umum Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Tahun 

2010   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sampai  dengan  saat  in i  be lum  ada  lembaga  

perad i l an  apapun  yang  memutuskan  maupun  menyatakan  

bahwa  produk- produk  hukum  te rsebu t  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1)  Sura t  Gubernur  Jawa  Bara t  Nomor  131/285 /Pem.Um 

tangga l  19  Januar i  2011  per iha l  Pengesahan  

Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Terp i l i h  Masa  Jabatan  

Tahun  2011-

2016  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Sura t  Waki l  Ketua  DPRD Kota  Depok  Nomor  172/10-

Setwa/11  tangga l  18  Januar i  2011  per i ha l  Usul  

Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  dan Waki l  Wal iko ta  

Depok per iode  2011- 2016 ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) Ber i t a  Acara  KPUD  Kota  Depok  Nomor  28/R/KPU-

D/BA/X/2010  tangga l  25  Oktober  2010  ten tang  

penetapan  ca lon  te rp i l i h  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  per iode  2011-

2016  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) Keputusan  KPUD Kota  Depok  Nomor  24/Kpts /R /KPU- Kota -

Halaman  59 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
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011.329181 /2010  tangga l  25  Oktober  2010  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  menjad i  Calon  Terp i l i h  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011- 2016  da lam 

Pemi l i han  Umum Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Tahun 

2010   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

cacat  hukum ataupun  bata l  demi  hukum.  Dengan  demik ian  

sura t  keputusan  a  quo  te l ah  d i t e rb i t k an  sesua i  dengan  

prosedur ,  mekanisme,  dan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  ser ta  produk- produk  hukum  yang  

ber l aku   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  se lu ruh  dal i l  dan  fak ta  hukum  ser ta  

argumentas i  te rsebu t  d i  atas ,  mohon  k i ranya  Maje l i s  

Hakim  yang  memer iksa  perkara  in i  berkenan  member ikan  

putusan  dengan  amar  putusan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM 

EKSEPSI  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Mener ima  se lu ruh  dal i l - dal i l  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Mengabulkan  ekseps i  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menolak  se lu ruh  da l i l - da l i l  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  Para  

Penggugat  d inya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  (N ie t  On 

Vanke l i j k  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
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Verk laa rd )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  in i  

secara  

kese lu ruhan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Mener ima  se lu ruh  da l i l  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menolak  dal i l  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (N ie t  On  Vanke l i j k  

Verk laa rd )   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  sah  dan  ber laku  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  131.32- 62  Tahun  2011,  

ten tang  Pengesahan  Pemberhen t i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa Bara t  tangga l  24  

Januar i  2011,  dan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  132.32- 63  Tahun  2011  ten tang  

Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa Bara t  tangga l  24 Januar i  2011  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menolak  permohonan  Para  Penggugat  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

131.32- 62 Tahun  2011,  ten tang  Pengesahan  Pemberhen t i an  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa Bara t  

tangga l  24 Januar i  2011,  dan Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Halaman  61 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Neger i  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  132.32- 63  Tahun  2011  

ten tang  Pengesahan  Pemberhen t i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa  Bara t  

tangga l  24 Januar i  2011  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  sengketa  

in i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa atas  Jawaban  Tergugat  dan  Para  

Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t ,  p ihak  Para  Penggugat  te l ah  

mengajukan  Repl i knya  te r tangga l  25  Agustus  2011,  da lam 

pers idangan  tangga l   25  Agustus  

2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  Repl i k  Para  Penggugat  te rsebu t ,  

p ihak  Terguga t  dan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  

mengajukan  Dupl i knya  masing- masing  te r t angga l  8  September  

2011 dalam  pers idangan  tangga l  8  September  

2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  berupa  

fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  cukup  dan  

te lah  disesua i kan  dengan  as l i nya ,  ser ta  dibe r i  tanda  P –  1 

sampai  dengan  P  –  24,   ya i t u  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i    P – 1 : Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  :  131.32  –  62  Tahun  2011,  

te r t angga l  24  Januar i  2011,  Tentang  

Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
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Barat   ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

2. Bukt i   P – 2 : Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  :  132.32  – 63 Tahun 2011,  te r t angga l  24  

Januar i  2011,  Tentang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa  Bara t  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

3. Bukt i   P – 3 : Sura t  Keputusan  Badan  Kehormatan  DPRD 

Kota  Depok te r t angga l  9 Februar i  2011 ten tang  

Penja tuhan  Sanks i  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

4. Bukt i   P – 4 : Sal i nan  Resmi  Putusan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Bandung  Nomor  :  71/G/2010 /PTUN-

BDG tangga l  15  Desember  2010   ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i   P – 5 : Sal i nan  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  

62/B /2011 /PT .TUN- JKT  tangga l  25  Ju l i  2011  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

6. Bukt i   P – 6 : Sura t  Fraks i  Par ta i  Demokra t   Nomor  :  

02/B /F - PD/ I / 2011  te r t angga l  25  Januar i  2011,  

Per iha l  :  Peny ikapan  Sikap  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  63 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
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- - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i   P – 7 : Sura t  Fraks i  Par ta i  Golongan  Karya  Nomor  

:  20/F .PG/ I / 2011  te r t angga l  25  Januar i  2011,  

Per iha l  :  Pencabutan  Sura t  Usulan  Pelan t i k an  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

8. Bukt i   P – 8 : Sura t  Fraks i  Par ta i  Demokras i  Indones ia  

Per juangan  Nomor  :  I I . 1 / I n t r . - 200/F .PDI -

P/ I / 2011  te r t angga l  25  Januar i  2011,  

Per iha l  :  Sikap  Fraks i  PDI  Per juangan  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i   P – 9 : Sura t  Fraks i  Ger inda  Bangsa  Nomor  :  

25/F .GB/ I / 2011  te r t angga l  25  Januar i  2011,  

Per iha l  :  Pencabutan  Sura t  Permohonan  

Pengesahan  Pelan t i k an  Calon  Wal iko ta /Wak i l  

Wal iko ta  Depok  dar i  DPRD  Kota  Depok  

No.172/10 - Setwan/  2011  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i   P – 10 : Sura t  DPRD  Kota  Depok  Nomor  :  

172/59- Setwan/11  te r t angga l  25  Januar i  2011,  

Per iha l  :  Usulan  Fraks i - Fraks i  DPRD Kota  

Depok  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i   P – 11 : Sura t  KPU  Kota  Depok  Nomor  :  

273/KPU- Kota- 011.329181/X I I / 2 010  te r t angga l  9 

Desember  2010,  Per iha l  :  Penyampaian  Berkas  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
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Pengangkatan  dan  Pengesahan  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011  –  2016  

( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i   P – 12 : Sura t  Fraks i  Par ta i  Demokra t  

Nomor  :  01.B /F .PD/ I / 2011  te r t angga l  10 

Januar i  2011,  Per iha l  :  Pelan t i k an  Kepala  

Daerah  Kota  Depok  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i   P – 13 : Sura t  Fraks i  Par ta i  Golongan  Karya  

Nomor  :  18/F .PG/ I / 2011  te r t angga l  10  Januar i  

2011,  Per iha l  :  Pendapat  Fraks i  Par ta i  

Golongan  Karya  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i   P – 14 : Sura t  Fraks i  Par ta i  Demokras i  

Indones ia  Per juangan  Nomor  :  I I . 1 / I n t r . -

19/F .PDI - P/ I / 2011  te r t angga l  Januar i  2011,  

Per iha l  :  Permohonan  Penundaan  Rapat  

Par ipu rna  Pelan t i k  Wal iko ta  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan 

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

15. Bukt i   P – 15 : Sura t  Fraks i  Ger ind ra  Bangsa  

Nomor  :   25/F .GB/ I / 2011  te r t angga l  10 Januar i  

2011,  Per iha l  :  Pendapat  Fraks i  Ger ind ra  

Bangsa  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - -

16. Bukt i   P – 16 : Sura t  DPRD  Kota  Depok  Nomor  :  

172/06- Setwan/2011  te r t angga l   Januar i  2011,  

Halaman  65 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Per iha l  Tanggapan  Fraks i - Fraks i  DPRD Kota  

Depok  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i   P – 17 : Sura t  Rekomendas i  Dewan Kehormatan  

KPU  Prov ins i  Jawa  Bara t  Nomor  :  02/Rek-

DK/KPU-Prov- 011/V /2011  tangga l  1  Jun i  2011  

( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i   P – 18 : Sura t  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  

Pengusung  Pasangan  Calon  Drs .  H.  Badru l  

Kamal ,  MM –  I r .  H.A.  Supr i yan to ,  AT,  MM, 

Per iha l  :  Permohonan  Penghent i an  Proses  

Pengesahan,  Pengangkatan ,  dan  Pelan t i k an  

Pasangan  Calon  Terp i l i h  Pemi lu  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  2010  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

19. Bukt i   P – 19 : Sura t  Waki l  Ketua  DPRD Kota  Depok  

Nomor  :  172/10- Setwan/11  te r t angga l  18 

Januar i  2011,  Per iha l  :  Usul  Pengesahan  

Pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok  Per iode  2011  –  2016   ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - -

20. Bukt i   P – 20 : Sura t  Penca lonan  Model  B –  KWK – 

KPU te r t angga l  24  Ju l i  2010  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

21. Bukt i   P – 21 : Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kota  Depok  Nomor  :  17/Kp ts /R /KPU- Kota-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

011.329181 /2010  ten tang  Penetapan  Bakal  

Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Syara t  

Admin is t r a s i  Menjad i  Pasangan  Calon  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  2010  

te r t angga l  22  Agustus  2010  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

22. Bukt i   P – 22 : Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kota  Depok  Nomor  :  18/Kp ts /R /KPU- Kota-

011.329181 /2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  dan  Nomor  Urut  Pasangan  Calon  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  Dalam  Pemi l i han  Umum 

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  2010  

te r t angga l  24  Agustus  2010  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bukt i   P – 23 : Sura t  DPRD  Kota  Depok  Nomor  :  

172/1040- Setwan/10  te r t angga l  20  Desember  

2010,  Per iha l  :  Permohonan Per t imbangan  Hukum 

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bukt i   P – 24 : Sura t  Kuasa  Hukum Drs .  H.  Badru l  

Kamal ,  MM.,  te r t angga l  22  Februar i  2011,  

Per iha l  :  Per inga tan  Hukum (Somasi  Terakh i r )  

( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya ,  Pihak  Tergugat  te lah  mengajukan  bukt i  berupa  

fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  cukup  dan  

te lah  disesua i kan  dengan  as l i nya ,  ser ta  dibe r i  tanda  T –  1 

sampai  dengan  T  –  13,  ya i t u  sebaga i  ber i ku t  :  

Halaman  67 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i   T – 1 : I j azah  Gelar  Dokto r  atas  nama Muhammad 

Id r i s  Abdul  Shomad,  d ike lua rkan  oleh  Faku l t as  

Syar i ’ ah  Jurusan  Kebudayaan  Is l am,  

Univers i t a s  Is l am  Al  Imam Muhammad Bin  Su’ud  

di  Riyadh ,  Kera jaan  Saudi  Arab ia  Tahun  1997  

( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i   T – 2 : Sura t  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  

120/1559 /SJ  te r t angga l  27  Jun i  2005,  

Per iha l  :  Penyampaian  Hasi l  Pemi l i han  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - -

3. Bukt i   T – 3 : Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kota  Depok  Nomor  :  24/Kpts /R /KPU- Kota-

011.329181 /2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Menjad i  

Calon  Terp i l i h  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok  Per iode  2011  –  2016    Dalam Pemi l i han  

Umum Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  

2010   te r t angga l  25  Oktober  2010  ( fo t ocopy  

dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

4. Bukt i   T – 4 : Sura t  KPU Kota  Depok Nomor  273/KPU- Kota-

011.329181 /  XI I / 2010  te r t angga l  9  Desember  

2010,  Per iha l  :  Penyampaian  Berkas  

Pengangkatan  dan  Pengesahan  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011  –  2016  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i   T – 5 : Sura t  DPRD Kota  Depok  Nomor  :  172/1040-

Setwan/10  te r t angga l  20  Desember  2010,  

Per iha l  :  Permohonan  Per t imbangan  Hukum 

( fo t ocopy  sesua i  dengan as l i nya )   ; - - - - -

6. Bukt i   T – 6 : Sura t  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  

270/4001 /OTDA,  te r t angga l  28  Desember  2010,  

Per iha l  :  Per t imbangan  Hukum Hasi l  Pemi lukada  

Kota  Depok  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i   T – 7 : Sura t  DPRD Kota  Depok  Nomor  :  172/10-

Setwan/11  te r t angga l  18 Januar i  2011,  Per iha l  

:  Usul  Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011  –  2016  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i   T – 8 : Sura t  Gubernur  Jawa  Bara t  Nomor  :  

131/285 /Pem.Um  te r t angga l  19  Januar i  2011,  

Per iha l  :  Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Terp i l i h  Masa 

Jabatan  Tahun  2011  –  2016  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan 

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i   T – 9 : Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  :  131.32  –  62  Tahun  2011  Tentang  

Pengesahan  Pemberhent i an  Dan  Pengesahan  

Halaman  69 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa 

Bara t ,  te r t angga l  24  Januar i  2011  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i   T – 10 : Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  :  132.32  – 63 Tahun 2011 Tentang  

Pengesahan  Pemberhent i an  Dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  

Jawa  Bara t ,  te r t angga l  24  Januar i  2011  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i   T – 11 : Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  199/PHPU.D-

VI I I / 2 010  tangga l  25  November  2010  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i   T – 12 : Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  

Republ i k  Indones ia  Nomor   200/PHPU.D-

VI I I / 2 010   tangga l  25 November  2010 ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i   T – 13 : Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  

Republ i k  Indones ia  Nomor   201/PHPU.D-

VI I I / 2 010   tangga l  25  November  2010  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya ,  Pihak  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  juga  te lah  

mengajukan  bukt i  berupa  fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  

dibe r i  metera i  cukup  dan  te l ah  disesua i kan  dengan  as l i n ya ,  

ser ta  dibe r i  tanda  T. I I . I n t v  –  1  sampai  dengan  T. I I . I n t v  – 

28,  adalah  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - -

1. Bukt i   T. I I . I n t v  – 1 : Ber i t a  Acara  Nomor  :  

27/R/KPU- D/BA/X/2010  te r t angga l  23 

Oktober  2010  ten tang  Rekapi tu l a s i  Hasi l  

Penghi tungan  Suara  Pemi l i han  Umum 

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  

2010  Di  Tingka t  Kota  Oleh  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kota  Depok  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i   T. I I . I n t v  – 2 : Sura t  Keputusan  KPU  Kota  

Depok  Nomor  :  23/Kpts /  R/KPU- Kota-

011.329181 /2010 ,  te r t angga l  23  Oktober  

2010  ten tang  Penetapan  Rekap i t u l a s i  

Hasi l  Penghi tungan  Suara  Pemi l i han  Umum 

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  

2010  Di  Tingka t  Kota  Oleh  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kota  Depok  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

3. Bukt i   T. I I . I n t v  – 3 : Ber i t a  Acara  Nomor  :  Nomor  :  

28/R/KPU- D/BA/X/  2010,  te r t angga l  25 

Oktober  2010  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

Halaman  71 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i   T. I I . I n t v  – 4 : Keputusan  KPU  Kota  Depok 

Nomor  :  24/Kp ts /R /KPU- Kota-

011.329181/2010 ,  te r t angga l  25  Oktober  

2010   ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Per iode  2011  –  2016  Dalam  Pemi l i han  

Umum Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Tahun  2010  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - -

5. Bukt i   T. I I . I n t v  – 5 : Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  199/PHPU.D-

VI I I / 2 010  tangga l  25  November  2010  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i   T. I I . I n t v  – 6 : Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  

Republ i k  Indones ia  Nomor   200/PHPU.D-

VI I I / 2 010   tangga l  25  November  2010  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i   T. I I . I n t v  – 7 : Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  

Republ i k  Indones ia  Nomor   201/PHPU.D-

VI I I / 2 010   tangga l  25  November  2010  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i   T. I I . I n t v  – 8 : Sura t  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kota  Depok  Nomor  :  273/KPU- Kota-

011.329181/X I I / 2 010  te r t angga l  9 

Desember   2010,  Per iha l  :  Penyampaian  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
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Berkas  Pengangkatan  dan  Pengesahan  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Per iode  2011  –  2016   ( fo t ocopy  sesua i  

dengan 

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

9. Bukt i   T. I I . I n t v  – 9 : Sura t  DPRD Kota  Depok  Nomor  :  

172/1040- Setwan/10 ,  te r t angga l  20 

Desember  2010,  Per iha l  :  Permohonan  

Per t imbangan  Hukum  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i   T. I I . I n t v  – 10 : Sura t  Kementer i an  Dalam 

Neger i  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

270/4001 /Otda ,  te r t angga l  28  Desember  

2010,  Per iha l  :  Per t imbangan  Hukum 

Hasi l  Pemi lukada  Kota  Depok   ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i   T. I I . I n t v  – 11 : Sura t  Gubernur  Jawa  Bara t  

Nomor  :  131/5192 /  Pem.Um,  te r t angga l  31 

Desember  2010,  Per iha l  :  Penje lasan  

Hukum  Hasi l  Pemi lukada  Kota  Depok  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i   T. I I . I n t v  – 12 : Sura t  DPRD Kota  Depok  Nomor  :  

172/10- Setwan/11 ,  te r t angga l  18  Januar i  

2011,  Per iha l  :  Usul  Pengesahan  

Pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  

Halaman  73 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
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Wal iko ta   Depok  Per iode  2011  –  2016  

( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i   T. I I . I n t v  – 13 : Sura t  Penca lonan  Pemi l i han  

Umum Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Tahun  2010,  Nomor  :  i s t imewa/  

SP/Pemi lukada  Depok/V I I / 2 010 ,  

te r t angga l  22  Ju l i  2010  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i   T. I I . I n t v  – 14 : Sura t  Pernya taan  Kesepakatan  

Bersama  Antara  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  

Pemi l i han  Umum  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  Dalam  Penca lonan  

Pasangan  Calon  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  Tahun  2010,  te r t angga l  

22  Ju l i  2010  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i   T. I I . I n t v  – 15 : Sura t  Pernya taan  Gabungan  

Par ta i  Pol i t i k  Tidak  Akan  Menar i k  

Penca lonan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  Dan 

Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  2010,  

te r t angga l  22  Ju l i  2010   ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i   T. I I . I n t v  – 16 : Tim  Kampanye  Wal iko ta  dan 

Waki l  Wal iko ta  Depok  Drs .  H.  Badru l ,  MM 

& I r .  H.A.  Supr i yan to ,  AT,  MM (BK- PRI)  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
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( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i   T. I I . I n t v  – 17 : Sura t  Kenal  Lah i r  

No.3966 /WK/JS/1981 ,  tangga l  16  Jun i  

1981  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - -

18. Bukt i   T. I I . I n t v  – 18 : Kut ipan  Akta  Kelah i r an  atas  

nama  Mohammad Id r i s ,  tangga l  11  Jun i  

2010  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i   T. I I . I n t v  – 19 : Sura t  Kete rangan  Kul l i y a t u - L-

Mu’A l l im i n  Al - Is l am iyah  Pondok  Modern  

Daruss lam,  Gontor  Ponorogo  Indones ia ,  

No.  277/KMI /A / IX /1400  atas  nama  M. 

Id r i s  te r t angga l  19  September  1980  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bukt i   T. I I . I n t v  – 20 :   I j azah  Bache lo r i ous  atas  nama 

Muhammad Id r i sAbdu l  Shomad,  dike lua rkan  

oleh  Faku l t as  Syar i ’ ah  Dan  Uhsuludd in ,  

Jurusan  Dakwah  Unive rs i t a s  Is l am  Al  

Imam Muhammad Bin  Su’ud ,  Saudi  Arab ia ,  

Tahun  1986  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bukt i   T. I I . I n t v  – 21 : I j azah  Magis te r   atas  nama 

Muhammad Id r i sAbdu l  Shomad,  dike lua rkan  

oleh  Faku l t as  Dakwah  Dan  Jurna l i s t i k ,  

Jurusan  Dakwah  Unive rs i t a s  Is l am  Al  

Halaman  75 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
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Imam Muhammad Bin  Su’ud ,  Saudi  Arab ia ,  

Tahun  1990  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Bukt i   T. I I . I n t v  – 22 : I j azah  Dokto r  atas  nama 

Muhammad Id r i sAbdu l  Shomad,  dike lua rkan  

oleh  Faku l t as  Syar i ’ ah ,  Jurusan  

Kebudayaan  Is l am,  Univers i t a s  Is l am  Al  

Imam Muhammad Bin  Su’ud ,  Saudi  Arab ia ,  

Tahun  1997  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bukt i   T. I I . I n t v  – 23 : Ser t i p i k a t  Pendid i k  Nomor  :  

092100  601207  atas  nama Muhammad Id r i s  

Abdul  Shomad,  tangga l  9  September  2009  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i nya )  ; - - -

24. Bukt i   T. I I . I n t v  – 24 : Sura t  Keputusan  Menter i  Agama 

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  B. I I / 3 / 7 780 ,  

mengenai  kena ikan  pangkat  PNS atas  nama 

Dr.  Muhammad Id r i s  Abdul  Shomad,  MA.,  

te r t angga l  21  Apr i l  2010  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. Bukt i   T. I I . I n t v  – 25 : Keputusan  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kota  Depok  Nomor  08 Tahun  

2011  ten tang  Perse tu j uan  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kota  Depok  

Terhadap  5  (L ima)  Rancangan  Pera tu ran  

Daerah,  tangga l   1  Jun i  2011  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan as l i n ya )

26. Bukt i   T. I I . I n t v  – 26 : Keputusan  Dewan  Perwak i l an  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
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Rakyat  Daerah  Kota  Depok  Nomor  11 Tahun  

2011  ten tang  Perse tu j uan  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kota  Depok  

Terhadap  5  (L ima)  Rancangan  Pera tu ran  

Daerah,  tangga l   14 Ju l i  2011  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Bukt i   T. I I . I n t v  – 27 : Nota  Kesepakatan  Antara  

Pemer in tah  Kota  Depok  Dengan  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kota  Depok  

Nomor  :  050/41 .1 /NK/Bappeda/Huk /2011  

dan  Nomor  :  050/442- Setwan   tangga l  21 

Jun i  2011,  ten tang  Rancangan  Awal  

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  

(RPJM)  Daerah  Kota  Depok  2011- 2016  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Bukt i   T. I I . I n t v  – 28 : Nota  Kesepakatan  Antara  

Pemer in tah  Kota  Depok  Dengan  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kota  Depok  

Nomor  :  050/54 /NK/DPPKA/Huk/2011  dan 

Nomor  :  613/620 .Se twan   tangga l  22  

Agustus  2011,  ten tang  Kebi j akan  Umum 

Perubahan  Anggaran  Pendapatan  Dan 

Belan ja  Daerah  Tahun  Anggaran  2011  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  pemer iksaan  perkara  in i  te lah  

didengar  kete rangan  dar i  2  (dua)  orang  ah l i  d i  bawah sumpah 

Halaman  77 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
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sesua i  agamanya  masing- masing ,  yang  dia j ukan  oleh  para  p ihak  

dalam  pers idangan  tangga l  3  Oktober  2011,  ya i t u  bernama 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Pro f .  DR.  Yusr i l  Ihza  Mahendra ,  Tempat  dan Tangga l  Lah i r  

d i  Bel i t ung ,             5 Februar i  1956,  Jen is  Kelamin  

Lak i - Lak i ,  Agama Is l am,  Tempat  Tingga l  d i  Ja lan  Karang  

Asem Utara  No.32  Rt .07  Rw.02,  Kelu rahan  Kuningan  Timur ,  

Kecamatan  Set iabud i ,  Jakar t a  Sela tan ,  Peker j aan  

Dosen ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yang  pada  pokoknya  menerangkan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa menuru t  ah l i ,   prosedur  pengusu lan  pengangkatan  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  sesua i  

keten tuan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah  dan PP Nomor  6 Tahun 2005  ten tang  

Pengesahan,  Pengangkatan  Pemberhent i an  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  yang  pada  pokoknya  ada lah  

proses  pengusu lan  untuk  pengesahan  ca lon  Bupat i  dan 

Waki l  Bupat i  atau  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

diusu l kan  oleh  DPRD, se lambat - lambatnya  dalam waktu  3 

( t i ga )  har i  kepada  Menter i  Dalam  Neger i  mela lu i  

Gubernur  untuk  mendapatkan  pengesahan  

pengangkatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  ah l i ,  da lam  undang- undang  d isebu tkan  

bahwa  pengusu lan  di l akukan  oleh  p impinan  DPRD,  akan  

te tap i  t i dak  secara  tegas  menje laskan  ten tang  batasan  

atau  cakupan  DPRD in i ,  namun menuru t  saya ,  DPRD yang  

dimaksud  di  s in i  ada lah  DPRD se laku  ins t i t u s i  atau  

kewenangan  yang  dimi l i k i  DPRD secara  at r i bu t i f   d i  
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dalam  ke lembagaan  yang  berar t i  mel ipu t i  kete rwak i l a n  

dar i  semua  anggota  

DPRD ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  ah l i ,  dalam  hal  pengambi lan  suatu  

keputusan ,  maka  DPRD  secara  ke lembagaan  waj ib  

melakukan  rapa t  guna  mempero leh  perse tu j uan  anggota ,  

dan  untuk  i t u  harus  di l akukan  par ipu rna  te r l eb i h  

dahu lu ,  yang  se lan ju t nya  has i l  dar i  par ipu rna  

te rsebu t  yang  mencerminkan  suara  para  anggota  

disyahkan  oleh  pimpinan  DPRD ; - - - - -

- Bahwa  menuru t  ah l i ,  mekanisme  te rsebu t  merupakan  

mekanisme  in t e r na l  dar i  DPRD te rsebu t  yang  te r t uang  

dalam ta ta  te r t i b  DPRD ; - - - - - - -

- Bahwa menuru t  ah l i ,  te rka i t  dengan  obyek  sengketa  in  

l i t i s ,   persoa lannya  adalah  bukan  pada  Ketua /Wak i l  

yang  tanda  tangan ,  te tap i  po in te rnya  adalah  

penandatanganan  i t u  harus  d i l andas i  atau  diawa l i  

o leh  adanya  kesepakatan  bula t  mela lu i  rapa t  par ipu rna  

yang  mengakomodi r  suara  mayor i t a s  dar i  ins t i t u s i  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  ah l i ,  j i ka  te rb i t n ya  suatu  Keputusan  

TUN t i dak  memenuhi  prosedur ,  maka dapat  d i i nd i kas i k an  

te rdapa t  pe langgaran  di  da lamnya,  atau  t i dak  adanya  

kecermatan  dalam b i rok ras i  pemer in tahan ;

- Bahwa  menuru t  ah l i ,  penafs i r an  dar i  Undang- Undang  

Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  dan  

PP Nomor  6  Tahun  2005,  i s i n ya  merupakan  “per i n t ah  

pengesahan”   atau  hanya  seremonia l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa menuru t  ah l i ,  j i ka  waktu  3  ( t i ga )  har i  sudah  
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te r l ewa t i ,  maka dapat  sa ja  Mendagr i  segera  mengambi l  

s ikap  dan  nant i nya  yang  berwenang  menguj i anya  adalah  

pengad i l an ,  karena  sesua i  norma  hukum,  keberadaan  

Kepala  Daerah  adalah  sebuah  

kebutuhan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  ah l i ,  j i ka  seorang  Ketua  DPRD 

berha langan ,  maka  tugas- tugasnya  sementa ra  di l akukan  

oleh  waki l  atau  dapat  sa ja  se lu ruh  f raks i  mengusu lkan  

penggant i nya  dalam  rapa t  

par i pu rna  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. DR.  Andi  I rman  Put ra  Sid in ,  SH. ,  MH.,  Tempat  Tangga l  

Lah i r  :  Makasar ,          23 Desember  1974,  Agama Is l am,  

Tempat  Tingga l  d i  Golden  Vienna  I ,        Blok  B1/6 ,  

Sekto r  3,  Rt .007  Rw.014,  Kelu rahan  Rawabuntu ,  Kecamatan  

Serpong,  Tangerang .  Peker jaan  Dosen  pada  Unive rs i t a s  

Esa  Unggul  dan  Univers i t a s  

Borobudur  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yang  pada  pokoknya  menerangkan  hal - ha l  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa menuru t  Ahl i ,   j i k a  sampai  lewat  waktu  3 ( t i ga )  

har i  sesua i  yang  di ten tukan  undang- undang  te rnya ta  

DPRD  be lum  atau  bahkan  t i dak  d i l aksanakan ,  maka 

dalam  bahasa  admin is t r a s i  d isebu t  “meno lak ” ,  sedang  

dalam bahasa  ta ta  negara  dapat  d ika takan  “melanggar ” .  

Bahkan  secara  keras  dapat  d ika takan  Pimpinan  DPRD 

te rsebu t  te l ah  melanggar  sumpah  jaba tan  atas  

kewaj i ban  tugas- tugasnya ,  seh ingga  Pres iden  mela lu i  

Mendagr i  harus  memast i kan  bahwa  proses  in i  ber ja l an  

lancar ,  ar t i n ya  Mendagr i  dapat  mengambi l  s ikap  agar  
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jangan  sampai  proses  pemer in tahan  “ te r sandera ”  oleh  

proses  pol i t i k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa menuru t  ah l i ,  ket i ka  seorang  Ketua  DPRD t i dak  

dapat  melaksanakan  tugas  seh ingga  pengusu lan  

di l akukan  oleh  waki l  DPRD,  maka  dapat  d ibenarkan  

sepan jang  masih  sesua i  dengan  mekanisme  yang  dia tu r  

da lam  ta ta  te r t i b  

DPRD ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- Bahwa menuru t  Ahl i ,  o leh  karena  proses  di  DPRD pada  

in t i n ya  bers i f a t  dek la ra t i f ,  maka pengusu lan  di  DPRD 

t i dak  per lu  dengan  rapa t  par ipu rna ,  yang  te rpen t i ng  

ada lah  DPRD harus  melaksanakan  per in t ah  undang- undang  

untuk  segera  

mengusu lkan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa para  p ihak  te lah  mengajukan  

Kesimpulannya  masing- masing  te r t angga l  10  Oktober  2011  dalam 

pers idangan  tangga l  10  Oktober  2011 .  Untuk  mempers ingka t  

ura ian  putusan ,  maka  is i  se lengkapnya  dar i  Kesimpulan  

te rsebu t  sebaga imana  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

yang  merupakan  bagian  t i dak  te rp i sahkan  dengan  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  memperhat i kan  sega la  sesuatu  

yang  te r j ad i  da lam pers idangan  se lama pemer iksaan  perkara  in i  

ber langsung  sebaga imana  te l ah  te rca ta t  da lam  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Pers iapan  dan  Ber i t a  Acara  Pers idangan  d ianggap  

te lah  masuk  dan  merupakan  satu  kesa tuan  dalam     putusan  

in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa akh i rnya  para  pihak  menyatakan  t i dak  

akan  mengajukan  sesuatu  lag i  da lam  perkara  in i  dan  

se lan ju t nya  mohon putusan  ;  - - - - - - -

TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Para  

Penggugat  adalah  sebaga imana  te ru ra i  d i  

atas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

diguga t  o leh  Para  Penggugat  untuk  dinya takan  bata l  atau  t i dak  

sah  ada lah  Sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor  :  131.32- 62  Tahun  

2011,  tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  

Prov ins i  Jawa  Bara t  dan  Sura t  Keputusan  Tergugat  Nomor  :  

132.32- 63  Tahun  2011,  tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  

Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  

Wal iko ta  Depok Prov ins i  Jawa Bara t             (buk t i  P – 1,  P 

–  2  =  T  –  9,  T  – 

10)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

I . Dalam  Ekseps i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  

te rsebu t ,  p ihak  Tergugat  dan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  

te lah  mengajukan  ekseps i  sebaga imana  te rmuat   da lam  sura t  

Jawaban te r t angga l  18 Agustus  2011,  yang  pada pokoknya  ber i s i  
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sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Gugatan  Kabur  /  Kel i r u  /  Tidak  Je las  (Obscure  

Libe lum)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  gugatan  yang  dia jukan  Para  Penggugat  

kabur / ke l i r u / t i d a k  je l as ,  karena  Para  Penggugat   d i  da lam 

gugatannya  t i dak  je l as  mendal i l k an  hubungan  anta ra  pos i t a  

dengan 

pet i t umnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

2. Gugatan  Kurang  

Pihak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  gugatan  yang  dia jukan  oleh  Para  Penggugat  kurang  

pihak ,  karena  seharusnya  Gubernur  Jawa  Bara t ,  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Depok  dan  KPUD Kota  Depok  iku t  

d imasukkan  sebaga i  p ihak  Tergugat  te rhadap  gugatan  yang  

dia j ukan  oleh  Para  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Gugatan  Salah  Obyek  (e r ro r  in  

ob jek to )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa  menuru t  Tergugat  d i  da lam  da l i l  ekseps inya  

mendal i l k an ,  gugatan  Para  Penggugat  te rka i t  dengan  proses  

penye lenggaraan  Pemi lukada  Kota  Depok,  berka i t an  dengan  

hal  te rsebu t  seharusnya  yang  menjad i  obyek  gugatan  Para  
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Penggugat  ada lah  Sura t  Keputusan  KPUD Kota  Depok  Nomor  :  

24/Kpts /R /KPU- Kota- 011.329181 /2010  tangga l  25 Oktober  2010  

ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  Menjad i  Calon  Terp i l i h  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok Per iode  2011 – 2016,  karena  Sura t  Keputusan  

obyek  sengketa  Nomor  :  131.32- 62  Tahun  2011,  tangga l  24 

Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  Depok Prov ins i  Jawa Bara t  

dan Sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor  :  132.32- 63 Tahun 2011,  

tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  

dan  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  

Jawa Bara t  hanya lah  bers i f a t  perbuatan  hukum lan ju t an  dar i  

Keputusan  KPUD  Kota  

Depok ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  ekseps i - ekseps i  Tergugat  dan  

Para  Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t  te l ah  d iban tah  oleh  Para  

Penggugat  sebaga imana  te rmuat  da lam  Repl i knya  te r t angga l  25  

Agustus  2011  yang  pada  pokoknya  ada lah  menolak  dal i l - da l i l  

ekseps i  Tergugat ,  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  dan  te tap  pada  

dal i l  

gugatannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  te rsebu t ,  Maje l i s  

Hakim  akan  memper t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Ekseps i  Tentang  Gugatan  Kabur /Ke l i r u / T i d ak  Je las  (Obscure  
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Libe lum)  ; - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  penga juan  gugatan  di  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  adalah  sudah  dia tu r  da lam Pasa l  

53  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  d i rev i s i  dengan  

Undang- Undang Nomor  9 Tahun 2004 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  yang  menyebutkan  bahwa  seseorang  atau  badan  hukum 

perda ta  dapat  mengajukan  gugatan  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  apab i l a  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  o leh  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  seh ingga  Para  Penggugat  dapat  

mengajukan  gugatan  secara  te r t u l i s  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  te rsebu t  

d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  

tun tu tan  gant i  rug i  atau  

rehab i l i t a s i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  sengketa  atau  

yang  dapat  d i j ad i kan  obyek  sengketa  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ada lah  suatu  Keputusan  atau  Penetapan  te r t u l i s  yang  

dike lua r kan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  bers i f a t  

konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  dan  menimbulkan  ak iba t  hukum 

bag i  seseorang  atau  badan  hukum 

perda ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa apabi l a  dice rmat i  keten tuan  Pasa l  1 

angka  9  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  dan  Pasal  53  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004  ten tang  Pengajuan  Gugatan ,  dan  dihubungkan  dengan  obyek  
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sengketa  yang  diguga t  o leh  Para  Penggugat  untuk  dinya takan  

bata l  atau  t i dak  sah,  maka  te r l i h a t  bahwa  Sura t  Keputusan  

te rsebu t  d ike lua rkan  oleh  Tergugat  (Mente r i  Dalam  Neger i )  

sudah  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  Usaha Negara  dan menimbulkan  

ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan  hukum perda ta  yang  

merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  atas  te rb i t n ya  

Sura t  Keputusan  Terguga t  te rsebu t ,  dengan  demik ian  a lasan  

Tergugat  dan              Para  Terguga t  I I  In te r vens i  yang  

menyatakan  bahwa  gugatan  kabur / ke l i r u /        t i dak  je l as  

t i dak  bera lasan  hukum,  oleh  karena  i t u  ekseps i  te rsebu t  patu t  

d i t o l a k  ; - - -

2. Ekseps i  Tentang  Gugatan  Kurang  

Pihak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  diguga t  o leh  Para  Penggugat  

ada lah  Sura t  Keputusan  Nomor  :  131.32- 62 Tahun  2011,  tangga l  

24  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhen t i an  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa  Bara t  

dan  Sura t  Keputusan  Tergugat  Nomor  :  132.32- 63  Tahun  2011,  

tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa 

Bara t  yang  di te r b i t k an  dan  di tanda tangan i  o leh  Menter i  Dalam 

Neger i  Republ i k  Indones ia  sebaga i  p ihak  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sesua i  keten tuan  Pasa l  1  angka  12  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  yang  menyebutkan  bahwa 

Tergugat  adalah  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  
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mengeluarkan  Keputusan  berdasarkan  wewenang  yang  ada  padanya  

atau  yang  di l impahkan  kepadanya  yang  d iguga t  o leh  orang  atau  

badan  hukum 

perda ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  yang  diguga t  o leh  Para  

Penggugat  te rsebu t  adalah  Sura t  Keputusan  yang  di te rb i t k an  

oleh  Menter i  Dalam Neger i  Republ i k  Indones ia ,  maka  gugatan  

yang  dia j ukan  oleh  Para  Penggugat  dimana  yang  menjad i  p ihak  

Tergugat  da lam perkara  in i  adalah  hanya  Menter i  Dalam Neger i  

Republ i k  Indones ia  dengan  t i dak  mel iba t kan  Badan atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  la i nnya  menuru t  Maje l i s  Hakim  sudah  tepa t  

sesua i  hukum,  oleh  karena  i t u  ekseps i  Tergugat  ten tang  

gugatan  kurang  pihak  harus  d inya takan  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Ekseps i  Tentang  Gugatan  Salah  Obyek  (e r ro r  in  

ob jec to )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam 

perkara  in i  ada lah  Sura t  Keputusan  Nomor  :  131.32- 62  Tahun 

2011,  tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  

Prov ins i  Jawa  Bara t  dan  Sura t  Keputusan  Tergugat  Nomor  :  

132.32- 63  Tahun  2011,  tangga l  24  Januar i  2011  ten tang  

Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa  Bara t  yang  d i t e r b i t k an  oleh  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

dapat  d i j ad i kan  obyek  sengketa  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ada lah  suatu  Keputusan  atau  Penetapan  te r t u l i s  yang  

dike lua r kan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  yang  

bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i d ua l  dan  f i na l  ser ta  menimbulkan  

ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan  hukum perda ta  (v i de  

Pasa l  1  angka  9  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  apabi l a  dice rmat i  dar i  keten tuan  

Pasa l  1  angka  9 Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  dan  Pasa l  

53  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  dihubungkan  dengan  

obyek  sengketa  yang  diguga t  o leh  Para  Penggugat ,  maka dapat  

d is impu l kan  bahwa  Sura t  Keputusan  yang  d i t e rb i t k an  o leh  

Tergugat  adalah  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

melaksanakan  urusan  pemer in tahan  yang  bers i f a t  eksekut i f  dan  

Sura t  Keputusan  te rsebu t  te lah  memenuhi  unsur  konkr i t ,  

ind i v i dua l ,  f i na l  dan  te l ah  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  

seseorang  atau  badan hukum perda ta  yang  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  atas  te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  te rsebu t  da lam  hal  

in i  Para  Penggugat ,  seh ingga  gugatan  yang  dia jukan  oleh  Para  

Penggugat  dimana  yang  menjad i  obyek  sengke ta  ada lah  Sura t  

Keputusan  Nomor  :  131.32- 62  Tahun  2011,  tangga l  24  Januar i  

2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa  Bara t  dan  Sura t  

Keputusan  Tergugat  Nomor  :  132.32- 63  Tahun  2011,  tangga l  24  

Disclaimer
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Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  Depok Prov ins i  Jawa Bara t  menuru t  

Maje l i s  Hakim  sudah  tepa t  dan  t i dak  te r j ad i  kesa lahan  obyek  

sengketa  sebaga imana  yang  dida l i l k a n  oleh  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i ,  dengan  demik ian  ekseps i  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i  yang  menyatakan  gugatan  sa lah  obyek  (e r ro r  in  

ob jec to )   t i dak  bera lasan  hukum,  oleh  karena  i t u  ekseps i  

te rsebu t  patu t  d i to l ak  ;

Menimbang,  bahwa  dengan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas ,  maka Maje l i s  Hakim berpendapat  Tergugat  dan  

Para  Tergugat  I I  In te r vens i  t i dak  dapat  membukt i kan  dal i l -

da l i l  ekseps inya ,  untuk  i t u  ekseps i - ekseps i  te rsebu t  harus  

di t o l a k  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  di to l a knya  se lu ruh  da l i l  

ekseps i  Tergugat  dan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  te r sebu t ,  

se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  mengenai  

pokok  sengketanya  dalam  pokok  perkaranya  di  bawah 

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  DALAM  POKOK 

PERKARA : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dal i l  gugatan  Para  Penggugat  

se lengkapnya  ada lah  sebaga imana  te lah  diu ra i kan  dalam 

gugatannya ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  pada  gugatan  te rsebu t ,  Para  

Penggugat  mohon  pembata lan  te rhadap  Sura t  Keputusan  obyek  

sengketa  a quo  (v i de  bukt i  P – 1,      P – 2  = T – 9,   T –  

10) ,  karena  te l ah  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  

melanggar  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  dengan  

mengura i kan  beberapa  pera tu ran  yang  seharusnya  d ipa tuh i  o leh  

Tergugat ,  akan  te tap i  seba l i k nya  Tergugat  te l ah  membantahnya  

dengan  mengemukakan  bahwa sebe lum megeluarkan  sura t  keputusan  

obyek  sengketa  te l ah  d i t empuh  prosedur  hukum sesua i  dengan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan t i dak  

melanggar  asas- asas  umum  pemer in tahan  yang  

baik   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  dan  Para  

Tergugat  I I  In te r vens i  membantah  dal i l - da l i l  gugatan  Para  

Penggugat ,  maka Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  dal i l - da l i l  para  

pihak  te rsebu t  berdasarkan  fak ta - fak ta  yang  dipe ro leh  dalam 

pers idangan ,  dan  dar i  fak ta - fak ta  te rsebu t  akan  dicocokkan  

apakah  keten tuan  pera tu rannya  sudah  di t e rapkan  oleh  Terguga t  

sesua i  dengan  keten tuan  hukum yang  ber laku  dan  menyangkut  

pen i l a i a n  te rhadap  penerapan  hukum  te rsebu t  maka  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  107  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  bahwa  Hakim  dapat  

menentukan  apa  yang  harus  dibuk t i k an ,  beban  pembukt i an  

beser ta  peni l a i a n  pembukt i an  dan  untuk  sahnya  pembukt i an  

sekurang- kurangnya  dua  ala t  bukt i  berdasarkan  keyak inan  

Hakim,  maka  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  Hakim  berperan  

akt i f  da lam  menyelesa i kan  sengketa   a  
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quo   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

Menimbang,  bahwa  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

dapat  d ika takan  sebaga i  produk  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  yang  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku  

apab i l a  Keputusan  Tata  Usaha Negara  te rsebu t  d i te rb i t k an  oleh  

Pejaba t  Tata  Usaha Negara  yang  t i dak  berwenang  atau  keputusan  

te rsebu t  ber ten tangan  dengan  keten tuan  yang  bers i f a t  

prosedura l  maupun 

substans ia l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sete lah  menel i t i  da l i l - da l i l  gugatan  

Para  Penggugat ,  jawaban,  rep l i k ,  dup l i k ,  bukt i - bukt i ,  dan  

kete rangan  ahl i   ser ta  kes impu lan  yang  dia j ukan  oleh  para  

pihak  di  pers idangan ,  maka  yang  menjad i  in t i  permasa lahan  

dalam  sengketa  in i  adalah  apakah  Sura t  Keputusan  obyek  

sengketa  a quo  d i t e rb i t k an  oleh  Tergugat  ber ten tangan  dengan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  atau  

t i dak ,  d i t i n j a u  dar i  aspek  kewenangan,            prosedur  dan  

substans i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  menjawab permasa lahan  te rsebu t  

d i  atas ,  Maje l i s  Hakim  sebe lum  mempert imbangkan  dar i  aspek  

prosedur  dan  subs tans inya  te r l eb i h  dahu lu  akan  

mempert imbangkan  dar i  aspek  kewenangan  Tergugat  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  obyek  sengke ta   a  

quo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  keten tuan  Pasa l  109  
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ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah  dan Pasa l  100   ayat  (2 )  PP Nomor  6 Tahun  

2005  ten tang  Pengesahan,  Pengangkatan  Dan  Pemberhent i an  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  sebaga imana  d iubah  

te rakh i r  dengan  PP  49  Tahun  2008  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  bahwa  Menter i  Dalam  Neger i  atas  nama  Pres iden  

berwenang  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  Tentang  

Pengesahan,  Pengangkatan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  dan  ca lon  

Waki l  Wal iko ta  se lambat - lambatnya  dalam waktu  30 ( t i g a  puluh)  

har i ,  dengan  demik ian  t i ndakan  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  obyek  sengketa  a quo  te l ah  sesua i  dengan kewenangan  

yang  ada padanya  ; - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ten tang  prosedur  maupun   subs tans ia l  

te rhadap  proses  penerb i t an  Sura t  Keputusan  obyek  sengketa ,  

ya i t u  apakah  te rhadap  keten tuan  yang  bers i f a t  prosedura l  

maupun  subs tans ia l  d i l anggar  o leh  Tergugat  atau  t i dak  pada  

saat  mempers iapkan  /  menerb i t kan ,  seh ingga  Sura t  Keputusan  

obyek  sengketa  a  quo   menjad i  cacat  yur i d i s  atau  

t i dak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  menjawab permasa lahan  te rsebu t  

d i  atas ,  Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  dahu lu   akan  mengura ikan  

fak ta - fak ta  dan  tahapan- tahapan  yang  di l akukan  oleh  Terguga t  

da lam proses  penerb i t an  Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  a quo ,  

berdasarkan  bukt i - bukt i  yang  dia j ukan  oleh  para  p ihak  di  

pers i dangan  ada lah  sebaga i  ber i ku t  d ibawah  

in i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1.  Bahwa pada  tangga l  9  Desember  2010  KPU Kota  Depok  te l ah  

menyampaikan  sura t  kepada  Ketua  DPRD Kota  Depok,  per iha l  

penyampaian  berkas  pengangkatan  dan  pengesahan  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode  2011  – 2016   (buk t i  P – 

11,  T  –  4  dan  T. I I . I n t v  –  8) ,  dengan  melampi rkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Ber i t a  Acara  Nomor  :  27/R/KPU- D/BA/X/2010  ten tang  

Rekap i t u l a s i  Hasi l  Penghi tungan  Suara  Pemi l i han  Umum 

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  2010  di  

t i ngka t  kota  oleh  KPU  Kota  

Depok ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sal i nan  Sura t  Keputusan  KPU  Kota  Depok  Nomor  :  

23/Kp ts /R /KPU- Kota- 011.329181 /2010  ten tang  Penetapan  

Rekap i t u l a s i  Hasi l  Penghi tungan  Suara  Pemi l i han  Umum 

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Nomor  :  28/R/KPU- D/BA/X/2010  ten tang  

Penetapan  Calon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Menjad i  

Calon  Terp i l i h  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Per iode  2011- 2016  Dalam  Pemi l i han  Umum Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun 

2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sal i nan  sura t  KPU Kota  Depok  Nomor  :  24/Kpts /R /KPU-

Kota- 011.329181/2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Menjad i  Calon  Terp i l i h  
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Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  per iode  2011  – 2016  

Dalam   Pemi l i han  Umum Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Depok  Tahun 

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- Amar  Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  RI  Nomor  :  199-

201/PHPU-D-VI I I / 2 010  ten tang  Perse l i s i h an  Hasi l  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Kota  Depok  Tahun  2010,  

tangga l  25 Nopember  2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Berkas  pasangan  ca lon  te rp i l i h  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  per iode  Tahun  2011  –  2016   atas  nama 

Dr. I r  Nur  Mahmudi  Ismai l  M.Sc, .  dan   Dr .  KH.  Id r i s  

Abdul  Somad 

MA ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2.  Bahwa Putusan  Mahkamah Konst i t u s i  RI  Nomor  :  199/PHPU.D-

VI I I / 2 010 ,  tangga l  25 Nopember  2010,  dan Putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  RI  Nomor  :  200/PHPU.D- VI I I / 2 010 ,  tangga l  25  

Nopember  2010,  ser ta  Putusan  Mahkamah Konst i t u s i  RI  Nomor  

:  201/PHPU.D- VI I I / 2 010 ,  tangga l  25  Nopember  2010,  yang  

dalam  amar  putusannya  menyatakan  menolak  permohonan  

Pemohon untuk  se lu ruhnya  (buk t i  T – 11,  T – 12,  T – 13 = 

T. I I . I n t v  –  5,  T. I I . I n t v  –  6,  T. I I . I n t v  – 

7)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  

Nomor  :  71/G/2010 /PTUN- BDG, Tangga l  15 Desember  2010 yang  

amarnya  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  
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dengan  per t imbangan  bahwa  seharusnya  Tergugat  (KPU Kota  

Depok)  membata lkan  dukungan  Penggugat  (DPC Hanura  Kota  

Depok)  te rhadap  dua  pasangan  ca lon  Wal iko ta  Depok  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  (buk t i  P – 4) ,  dan  putusan  te rsebu t  

be lum  mempunya i  kekuatan  hukum te tap  karena   pada  saat  

i t u  Tergugat  mengajukan  upaya  hukum 

band ing   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  pada  tangga l  20  Desember  2010  DPRD Kota  Depok  

sehubungan  dengan  adanya  putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Bandung  te rsebu t  te l ah  menyampaikan  permohonan  

per t imbangan  hukum kepada  Menter i  Dalam Neger i  RI   (buk t i  

P  –  23,  T  –  5   dan  T. I I . I n t v  – 

9)   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. Bahwa pada tangga l  28 Desember  2010,  Menter i  Dalam Neger i  

te l ah  menjawab  sura t  DPRD te rsebu t  dengan  sura t  yang  

di tu j ukan  kepada  Gubernur  Jawa Bara t  per iha l  per t imbangan  

hukum has i l  pemi lukada  Kota  Depok,  yang  in t i n ya  bahwa 

mengenai  sengketa  has i l  pemi lukada  Kota  Depok  te l ah  

dipe r i k sa  dan  dipu tus  oleh  Mahkamah  Konst i t u s i ,  o leh  

karenanya  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  109  ayat  (4 )  

Undang- Undang  Nomor  32 Tahun  2004,  DPRD Kota  Depok  harus  

meneruskan  usu lan  KPU Kota  Depok  untuk  pengesahan  dan  

pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  te rp i l i h  

kepada  Menter i  Dalam Neger i  mela lu i  Gubernur  Jawa  Bara t  

(buk t i  T  –  6   =  T. I I . I n t v  – 

10 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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6. Bahwa pada  tangga l  31  Desember  2010,  Gubernur  Jawa Bara t  

menindak lan j u t i  sura t  Menter i  Dalam Neger i  dengan  sura t  

d i tu j ukan   kepada  Ketua  DPRD  Kota  Depok,  per iha l  

pen je l asan  hukum has i l  pemi lukada  Kota  Depok  yang  pada  

pokoknya  bahwa sengketa  has i l  pemi lukada  Kota  Depok te lah  

dipe r i k sa  dan  dipu tus  oleh  Mahkamah  Konst i t u s i ,  o leh  

karenanya  DPRD Kota  Depok  harus  meneruskan  usu lan  KPU 

Kota  Depok untuk  pengesahan  dan pengangkatan  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  Depok te rp i l i h  kepada  Menter i  Dalam Neger i  

mela lu i  Gubernur  Jawa Bara t ,   apab i l a  pimpinan  DPRD t i dak  

melaksanakan  maka  sesua i  Sura t  Edaran  Menter i  Dalam 

Neger i    Nomor  :  120/1559 /SJ  tangga l  27 Jun i  2005  (buk t i  

T  –  2) .  Gubernur  menyampaikan  usu lan  pengesahan  

pengangkatan  te rsebu t  kepada  Menter i  Dalam  Neger i  

berdasarkan  berkas  pemi l i han  yang  disampaikan  oleh  KPU 

Kota  Depok   (Buk t i  T. I I . I n t v  – 

11 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

7. Bahwa  gabungan  par ta i  po l i t i k  pengusung  pasangan  ca lon  

Drs .  H.  Badru l  Kamal  MM -  I r .  H.  A.  Supr i yan to  AT,  MM.,  

te l ah  mengajukan  kebera tan  dengan  sura t  yang  d i t u j u kan  

kepada  Menter i  Dalam  Neger i  Republ i k  Indones ia ,  t i dak  

ber tangga l ,  Per iha l  Permohonan  Penghent i an  Proses  

Pengesahan,  Pengangkatan  dan  Pelan t i k an  Pasangan  Calon  

Terp i l i h  Pemi lu  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Tahun  

2010,   yang  sesungguhnya  te rka i t  dengan  polemik  hukum 

yang  te r j ad i  da lam penye lenggaraan  Pemi lukada  Kota  Depok  

pembuat  sura t  te rsebu t  sudah  mengetahu i  bahwa  hal  i t u  
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hanya  dapat  d ise lesa i kan  o leh  Mahkamah  Konst i t u s i  

Republ i k  Indones ia             (buk t i  P  – 

18)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  pada  tangga l  10  Januar i  2011,  sura t  dar i  Fraks i  

Par ta i  Demokra t  yang  di tu j u kan  kepada  Ketua  DPRD Kota  

Depok,  per i ha l  Pelan t i k an  Kepala  Daerah  Kota  Depok  te l ah  

menyampaikan  pandangan  (buk t i  P – 12)  ; - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa,  pada  tangga l  18  Januar i  2011,  Waki l  Ketua  DPRD 

Kota  Depok  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan   te l ah  mengajukan  usu l  pengesahan  pengangka tan  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  per iode  2011  –  2016  

kepada  Menter i  Dalam  Neger i  RI  mela lu i  Gubernur  Jawa 

Bara t  (buk t i  P  –  19   =  T  –  7,  T. I I . I n t v  – 

12)   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  

10. Bahwa pada  tangga l  19  Januar i  2011,  Gubernur  Jawa Bara t  

dengan  menunjuk  sura t  dar i  Waki l  Ketua  DPRD Kota  Depok  

te r t angga l  18  Januar i  2011  mengajukan  usu lan  pengesahan  

pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Kota  Depok  

te rp i l i h  per iode  2011  –  2016   (buk t i  T  – 

8)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa pada  tangga l  24  Januar i  2011,  Tergugat  atas  dasar  

usu lan  dar i  Waki l  Ketua  DPRD Kota  Depok  mela lu i  Gubernur  

Jawa  Bara t  te l ah  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  dan  
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Waki l  Wal iko ta  Depok (buk t i  P – 1,P  – 2  = T – 9,  T – 10)  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa  kemudian  pada  tangga l  25  Januar i  2011,  sete lah  

te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  obyek  sengketa ,  Fraks i  Par ta i  

Demokra t ,  Fraks i  Par ta i  Golongan  Karya ,  Fraks i  Par ta i  

Demokras i  Indones ia  Per juangan ,  Fraks i  Ger ind ra  Bangsa  

masing- masing   membuat  sura t  yang  d i t u j u kan  kepada  Ketua  

DPRD Kota  Depok  menyatakan  kebera tan  dengan  adanya  

pengesahan  dan  pelan t i k an  Wal iko ta  Depok  dan  Waki l  

Wal iko ta  Depok  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,    bahwa    yang    menjad i    sengketa  

dian ta ra    para    p ihak    atau  yang   merupakan   pokok  

perkara   da lam   sengketa   in i ,   adalah   apakah  usu l  

pengesahan  pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Kota  

Depok  dapat  d i l akukan  oleh  sa lah  satu  waki l  ketua  DPRD yang  

tanpa  te r l eb i h  dahu lu  melakukan  rapa t  p leno  seh ingga  

penerb i t an  kedua  obj ek  sengketa  te rsebu t  te l ah  sesua i  dengan  

prosedur  yang  di te t apkan  o leh  atu ran  hukum,  baik  pera tu ran  

perundang- undangan  maupun  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menjawab  per tanyaan  

permasa lahan  pokok  te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim  melakukan  

pengu j i an  ( toe ts i ng )   menggunakan   keten tuan   hukum,  baik  

berupa  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  maupun 

asas- asas  umum  pemer in tahan  yang  baik ,  sesua i  maksud  
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keten tuan  Pasal  53    ayat  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang- Undang  

Nomor  9 Tahun 2004 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguj i  obj ek  sengketa  

te rsebu t   dapat   dar i  seg i  kewenangan  Tergugat ,  prosedur  

resmi  proses  menerb i t annya  maupun  dar i  seg i  substans inya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  109 ayat  

(2 )  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004   ten tang  Pemer in tahan  

Daerah  dan Pasa l  100  ayat  (2 )  PP Nomor  6 Tahun  2005  ten tang  

Pengesahan,  Pengangkatan  dan  Pemberhen t i an  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  sebaga imana  diubah  te rakh i r  dengan  PP 49  

Tahun 2008 yang  pada pokoknya  bahwa Menter i  Dalam Neger i  atas  

nama  Pres iden  berwenang  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  obyek  

sengketa  ten tang  pengesahan,  pengangkatan  pasangan  ca lon  

Wal iko ta  dan  ca lon  Waki l  Wal iko ta  se lambat - lambatnya  dalam 

waktu  30 har i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ten tang  prosedur  dan  substans i  Sura t  

Keputusan  obyek  sengketa   dengan   menggunakan  Undang- Undang  

Nomor   32   Tahun   2004,   ten tang   Pemer in tah   Daerah   dan  

Pera tu ran   Pemer in tah   Nomor   6  tahun   2005   dan  asas- asas  

umum  pemer in tahan  yang  ba ik  sebaga i  kata l i s a t o r nya  ;  

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,    bahwa  berdasarkan  Pasa l  109  Undang-

Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ayat  (2 )  Pengesahan  dan  

Pengangkatan  Pasangan  Calon  Bupat i    dan  Waki l  Bupat i  atau  
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Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  te rp i l i h  d i l akukan  oleh  Menter i  

Dalam  Neger i  atas  nama  Pres iden  se lambat - lambatnya  dalam 

waktu  30  har i      dan  ayat  (4 )  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  atau  ca lon  Wal iko ta  dan Waki l  Wal iko ta  d iusu l kan  

oleh  DPRD Kabupaten /Ko ta  se lambat - lambatnya  da lam  waktu  3 

har i  kepada  Menter i  Dalam Neger i  mela lu i  Gubernur  berdasarkan  

Ber i t a  Acara  Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  dar i  KPU 

Kabupaten /Ko ta  untuk  mendapatkan  pengesahan  

pengangkatan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  99  ayat  (2 )  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  mengusu lkan  pasangan  ca lon  Bupat i /Wak i l  Bupat i  

atau  pasangan  ca lon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  te rp i l i h  

se lambat - lambatnya  dalam  waktu  3  har i  kepada  Menter i  Dalam 

Neger i  mela lu i  Gubernur  berdasarkan  Ber i t a  Acara  Penetapan  

Pasangan  Calon  Terp i l i h  dar i  KPUD  Kabupaten /Ko ta  dan  

di l engkap i  berkas  pemi l i han  untuk  mendapatkan  pengesahan  

pengangkatan ,  dan  ayat  (3 )  berdasarkan  usu l  p impinan  DPRD 

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  Menter i  Dalam Neger i  atas  

nama  Pres iden  mengesahkan  pengangka tan  pasangan  ca lon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  atau  pasangan  ca lon  Wal iko ta /Wak i l  

Wal iko ta  se lambat - lambatnya  da lam  waktu  30  har i ,  Kemudian  

dida lam  pen je lasan                          Pasa l  99  :  

pengusu lan  pasangan  ca lon  di l akukan  oleh  DPRD,  j i k a  Ketua  

DPRD t i dak  dapat  melaksanakan  tugasnya ,  d iusu l kan  oleh  sa lah  

satu  waki l  Ketua  sesua i  dengan  mekanisme  yang  dia tu r  da lam 

ta ta  te r t i b  DPRD  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  berdasarkan  Sura t  Menter i  Dalam 
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Neger i  Nomor  120/1559 /SJ  tangga l  27 Jun i  2005  yang  di tu j u kan  

kepada  para  Gubernur /Bupa t i /Wa l i k o t a  dan  kepada  para  Ketua  

DPRD Prop ins i / Kabupa ten /Ko ta  ser ta  kepada  para  Ketua  KPU 

Prop ins i / Kabupa ten /Ko ta  di  se lu ruh  Indones ia   (buk t i  T –  2)  

pada  ha laman  2,  angka  3  disebu tkan  bahwa  usu l  pengesahan  

pengangkatan  Bupat i /Wak i l  Bupat i  atau  Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  

disampaikan  oleh  Ketua  DPRD dan  apab i l a  Ketua  DPRD t i dak  

dapat  melaksanakan  tugasnya ,  usu l  d imaksud  disampaikan  o leh  

sa lah  satu  Waki l  Ketua  DPRD  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sesua i  dengan  kete rangan  ahl i  

bernama              DR.  Andi  Imam Put ras id i n ,  SH,  MH.,  

d ibawah sumpah pada in t i n ya  member ikan  pendapatnya  bahwa o leh  

karena  proses  di  DPRD hanya  bers i f a t  usu lan  untuk  pengesahan  

pengangkatan  dan  bukan  merupakan  pengambi lan  keputusan  

te rakh i r ,  maka ha l  i t u  t i dak  harus  dengan  rapa t  p leno ,  akan  

te tap i  yang  te rpen t i ng  ada lah  DPRD  harus  melaksanakan  

per in t ah  undang- undang  untuk  segera  melaksanakan  pengusu lan  

pengesahan  pengangkatan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rnya ta  DPRD  sete lah  mener ima  

berkas  pengesahan  dan  pengangka tan  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  te rp i l i h  dar i  KPU  Kota  Depok  te r t angga l  9 Desember  

2010  t i dak  segera  mengusu lkan  bahkan     te l ah  te r j ad i  

peno lakan- peno lakan  dar i  beberapa  f raks i  seh ingga  te r j ad i  

kebuntuan ,  dan  kemudian  untuk  mengatas i  ha l  te rsebu t ,   baru  

diusu l kan  oleh  sa lah  satu  Waki l  Ketua  DPRD pada  tangga l  18  

Januar i  2011,  yang  seharusnya  apab i l a  melaksanakan  per in t ah  

undang- undang  maka   hanya  dalam  waktu  3  har i  sudah  harus  

diusu l kan ,  te r l eb i h  lag i  masalah  sengketa  pemi lukada  Kota  
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Depok  te lah  dipe r i k sa  dan  dipu tus  o leh  Mahkamah Konst i t u s i  

yang   sudah  dipu tus  se jak  tangga l  25  Nopember  2010  yang  

amarnya  menolak  permohonan  Pemohon,  o leh  karena  i t u  Maje l i s  

Hakim  se ja l an  dengan  pendapat  Ahl i  te r sebu t  d ia tas ,  ya i t u  

meskipun  usu l  pengesahan  pengangkatan  te rsebu t  hanya  

diusu l kan  oleh  sa lah  satu  Waki l  Ketua  dan tanpa  mela lu i  rapa t  

p leno ,   sura t  usu lan  pengesahan  pengangkatan  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta  dimaksud  ada lah  te tap  sah  sesua i  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  fak ta  yur i d i s  te rsebu t  d i  atas  

t i dak  te rbuk t i  bahwa sura t  usu lan  Waki l  Ketua  DPRD Kota  Depok  

te rsebu t   mengandung      cacat   yur id i s ,  dengan  demik ian  

Sura t  Keputusan  obyek  sengke ta   a quo           yang merupakan  

ke lan ju t an  dar i  usu lan  te rsebu t  ba ik  dar i  aspek  prosedur  

maupun  subs tans i  t i dak  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  maupun  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  

baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  dal i l - dal i l  gugatan  

Para  Penggugat   t i dak   te rbuk t i  bahwa Sura t  Keputusan  ob j ek  

sengketa   a  quo   yang   d i te r b i t k an   Tergugat   mengandung  

cacat   yur i d i s   seh ingga  cukup  alasan  hukum gugatan  Para  

Penggugat  dinya takan  untuk  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  kese lu ruhan  per t imbangan  hukum 

te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim  sampai  pada  kes impu lan  bahwa da l i l -
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dal i l  bantahan  Tergugat  dan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  

te rbuk t i ,  seba l i knya  dal i l - da l i l  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  

te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan   seper t i  d imaksud  

keten tuan    Pasa l    53    ayat    (2 )    huru f    a   dan    b 

Undang- Undang   Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  seh ingga  

bera lasan  hukum  untuk  menolak  gugatan  Para  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  musyawarah  Maje l i s  Hakim 

te rhadap  sengketa  in  l i t i s  pada  tangga l  17  Oktober  2011  

te rdapa t  perbedaan  pendapat  hukum (d i ssen t i ng  opin i on )  ya i t u  

Hakim  Ketua  Maje l i s  yang  mempert imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  a lasan  gugatan  dan jawaban  para  

pihak ,  menuru t  Ketua  Maje l i s  permasa lahan  hukum admin is t r a s i  

yang  s ign i f i k an  untuk  dipe r t imbangkan  ada lah ,  apakah  dar i  

aspek  prosedur  penerb i t an  obyek  sengke ta  mengandung  cacat  

hukum seh ingga  o leh  karenanya  dapat  d inya takan  bata l  atau  

t i dak  

sah  ?  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatannya ,  Para  penggugat  

pada  pokoknya  mendal i l k an  bahwa  proses  penerb i t an  Sura t  

Keputusan  pengesahan  pengangka tan  pasangan  Wal iko ta  dan Waki l  

Wal iko ta  Depok  adalah  cacat  hukum  karena  didasarkan  pada  

Sura t  Usulan  yang  d ibua t  o leh  Dr.  Pr ihandoko ,  M.IT . ,  Waki l  

Ketua  DPRD Depok  se laku  pr ibad i  bukan  atas  nama ins t i t u s i ,  
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seh ingga  Keputusan  Mendagr i  ten tang  Pengesahan  Pengangkatan  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  (Obyek  Sengketa )  adalah  

cacat  hukum  ber ten tangan  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  dan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  

(AAUPB)   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dal i l  te r sebu t  te lah  diban tah  o leh  

Tergugat   dan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i ,  dengan  menyatakan  

prosedur  penerb i t an  Obyek  Sengketa  te lah  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan t i dak  melanggar  

AAUPB  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  permasa lahan  te rsebu t ,  

Hakim Ketua  Maje l i s  mengemukakan  pendapat  yang  berbeda  dengan  

Hakim Anggota  Maje l i s  I  dan  Hakim Anggota  Maje l i s  I I  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa menuru t  bukt i   P – 1  dan  P – 2  = 

bukt i   T  –  9   dan  T  –  10,  Menter i  Dalam  Neger i  te lah  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  131.32  –  62  Tahun  2011  

Tentang  Pengesahan  Pemberhent i an  Dan Pengesahan  Pengangkatan  

Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa  Bara t ,  te r t angga l  24  Januar i  

2011   dan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  132.32  –  63  Tahun  2011  

Tentang  Pengesahan  Pemberhent i an  Dan Pengesahan  Pengangkatan  

Waki l  Wal iko ta  Depok  Prov ins i  Jawa  Bara t ,  te r t angga l  24  

Januar i  2011 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  
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ten tang  Pengesahan  Wal iko ta  dan Waki l  Wal iko ta  Depok te rsebu t  

ada lah  di te r b i t k an  sete lah  sebe lumnya  mener ima  usu lan  dar i  

Waki l  Ketua  DPRD Kota  Depok    Nomor  :  172/10- Setwan/11  

te r t angga l  18  Januar i  2011  mela lu i   Gubernur  Jawa  Bara t  

(buk t i  T  –  7) ,  dan   Sura t  Gubernur  Jawa  Bara t  Nomor  :  

131/285 /Pem.Um,  te r t angga l  19  Januar i  2011,  Per iha l  :  

Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  

Terp i l i h  Masa Jabatan  Tahun 2011 – 2016 (buk t i  T – 8)   ; - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  permasa lahan   hukum 

admin is t r a s i  ada lah ,  apakah  seorang  Waki l  Ketua  DPRD dapat  

membuat  dan  menandatangan i  sura t  usu lan  pengesahan  

pengangka tan  Kepala  Daerah  kepada  Menter i  Dalam 

Neger i  ?  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Pasa l  109  ayat  (4 )  Undang- Undang 

Nomor  32  Tahun  2004  secara  tegas  dia tu r  bahwa,   " Pasangan  

ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  atau  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  d iusu l kan  oleh  DPRD  Kabupaten /Ko ta ,  se lambat -

lambatnya  dalam  waktu  3  ( t i g a )  har i  kepada  Menter i  Dalam  

Neger i  mela lu i  Gubernur  berdasarkan  ber i t a  acara  penetapan  

pasangan  ca lon  te rp i l i h  dar i  KPU  Kabupaten /Ko ta  untuk  

mendapatkan  pengesahan  pengangkatan   ; - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Pasa l  99  dan  Pasa l  100  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  6 Tahun  2005   juga  mengatu r  ha l  yang  sama,  

bahwa  Menter i  Dalam  Neger i  atas  nama Pres iden  mengesahkan  

Pengangkatan  Wal iko ta  Dan  Waki l  Wal iko ta  sete lah  mener ima  

usu lan  dar i  DPRD 
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Kabupaten /Ko ta   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa keten tuan  hukum mengenai  kewenangan  

penga juan  usu lan  pengesahan  pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  ada lah  wewenang  DPRD sebaga i  l embaga  ada lah  secara  

je l as  dapat  d ibaca  da lam    Pasa l  42  ayat  (1 )  huru f   d 

Undang- Undang No.  32 Tahun 2004    jo .  Pasa l  3    huru f  d,  PP 

No.  16  Tahun  2010  dalam  "BAB  Tugas  dan  Wewenang" ,  

d ia tu r  bahwa  sa lah  satu  tugas  dan  wewenang  DPRD ada lah  

mengusu lkan  pengangkatan  dan/a tau  pemberhent i an  Kepala  Daerah  

kepada  Menter i  Dalam  Neger i  mela lu i  Gubernur  untuk  

mendapatkan  pengesahan  pengangkatan  dan/a tau  

pemberhent i an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pengusu lan  te rsebu t  

ada lah  kewenangan  DPRD, maka mengacu pada PP No.12  Tahun 2010  

ten tang  Pedoman Penyusunan  Pera tu ran  DPRD ten tang  Tata  Ter t i b  

DPRD, maka mekanisme yang  harus  di tempuh  sebe lum dibua t  Sura t  

Usulan  Pengesahan     Kepala  Daerah  harus  di l akukan  Rapat  

Par ipu rna  Is t imewa  DPRD, yakn i           suatu  rapa t  anggota  

DPRD yang  dip imp in  oleh  Ketua  atau  Waki l  Ketua  untuk  

melaksanakan  acara  te r t en t u  dan  t i dak  mengambi l  keputusan  

(v i de  Pasa l  65   PP  No.12  Tahun  

2010  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa benar  da lam pen je lasan  Pasa l  99 ayat  

(1 )  PP  No.6  Tahun  2005   d isebu tkan  bahwa,  "Pengusu lan  

pasangan  ca lon  di l akukan  oleh  DPRD,  j i ka  Ketua  DPRD t i dak  
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dapat  melaksanakan  tugasnya  diusu l kan  oleh  sa lah  satu  Waki l  

Ketua  sesua i  dengan  mekanisme  yang  dia tu r  da lam ta ta  te r t i b  

DPRD 

"  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sebaga imana  dipe r t imbangkan  di  atas ,  

o leh  karena  secara  tegas  menuru t  Pasa l  42  dan  Pasa l  109 

Undang- Undang No.  32 Tahun  2004  ser ta  Pasa l  99 dan  Pasa l  100 

PP No.  6  Tahun  2005,  pengusu lan  Wal iko ta  dan  Wak i l  Wal iko ta  

ada lah  merupakan  kewenangan  DPRD,  maka  pen je lasan  Pasa l  99 

te rsebu t  harus  d imakna i  dan  d ipahami  bahwa  seorang  Waki l  

Ketua  DPRD dapat  mengusu lkan  Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  

dan  Wak i l  Wal iko ta  apab i l a  Ketua  DPRD  t i dak  dapat  

melaksanakan  tugasnya  dan           usu lan  i t u  di l akukan  

sete lah  Rapat  Par ipu rna  DPRD,  dalam hal  in i  Rapat   Par ipu rna  

Is t imewa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  mengenai  a la t  bukt i  T – 2,  yakn i  

Sura t  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  120/1559 /S j ,  tangga l  27 

Jun i  2005,  per iha l  Penyampaian  Hasi l  Pemi l i han  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah,  menuru t  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  

substans i  dar i  sura t  te rsebu t  te ru tama  mengenai  pember ian  

kewenangan  Waki l  Ketua  DPRD untuk  mengusu lkan  Pengesahan  

Kepala  Daerah  ada lah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  o leh  karena  i t u  a la t  bukt i  te rsebu t  

harus lah  

dikesampingkan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
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Menimbang,  bahwa  dalam  kasus   a  quo  sesua i  bukt i  

T. I I . I n t v  – 12 = bukt i  P – 19  = bukt i  T – 7,  d ipe ro leh  fak ta  

hukum bahwa Sura t  Usulan  Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  dan  

Waki l  Wal iko ta   Depok  Per iode  2011  – 2016  ada lah  dibua t  dan 

di t anda tangan i  o leh  seorang  Waki l  Ketua  DPRD            (Dr .  

Pr ihandoko ,  M.IT  )  tanpa  mela lu i  mekanisme  Rapat  Par ipu rna  

Is t imewa  DPRD Kota  Depok,  seh ingga  oleh  karenanya  usu lan  

pengesahan  te rsebu t  adalah       t i dak  sesua i  atau  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  perundang- undangan  yang  ber laku  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Menter i  Dalam Neger i  se laku  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  yang  memi l i k i  kewenangan  untuk  menerb i t kan  

Keputusan  Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta ,  ada lah  mengetahu i  dan memahami  keten tuan  perundang-

undangan  ten tang  prosedur  penerb i t an  Keputusan  Pengesahan  

te rsebu t ,  te tap i  te rnya ta  meskipun  Usulan  Pengesahan  Pasangan  

Calon  Wal iko ta  dan Waki l  Wal iko ta  Depok dia j ukan  ber ten tangan  

atau  melanggar  pera tu ran  perundang- undangan  te rsebu t ,  Menter i  

Dalam  Neger i  te tap  menerb i t kan  Keputusan  Pengesahan  

Pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode   2011  

–  2016   (Obyek  Sengketa   a  

quo)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  Pasal  99  PP  No.6  Tahun  2005  

mengatu r ,  " DPRD Kabupaten /Ko ta  mengusu lkan  pasangan  Calon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  atau  pasangan  ca lon  Wal iko ta /Wak i l  

Wal iko ta  te rp i l i h ,  se lambat - lambatnya  dalam  waktu  3  ( t i ga )  

har i  kepada  Menter i  Dalam Neger i  mela lu i  Gubernur  berdasarkan  
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ber i t a  acara  penetapan  pasangan  ca lon  te rp i l i h  dar i  KPUD 

Kabupaten /Ko ta  dan  di l engkap i  berkas  pemi l i han  untuk  

mendapatkan  pengesahan  pengangkatan"  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  keten tuan  te rsebu t  d ia tu r  

bahwa   pengusu lan   pengesahan  kepada  Menter i  Dalam Neger i  

ada lah  di l engkap i  Ber i t a  Acara  dan  berkas  pemi l i han ,  o leh  

karenanya  Hakim Ketua  Maje l i s  berpendapa t  berdasarkan  log i ka  

hukum  ( lega l  reason ing )  da lam  rangka  penerb i t an  Keputusan  

Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta ,  d isana  

ada sebuah  proses  pener imaan ,  pembacaan dan pene l i t i a n  Ber i t a  

Acara  dan  Berkas  Pemi l i han  yang  di l akukan  oleh  pihak  Menter i  

Dalam Neger i .   Dan konsekuens i  yur i d i s         dar i  proses  i t u  

ten tu  Menter i  Dalam  Neger i  ada  kewenangan  hukum  untuk  

menerb i t kan  Keputusan  Pengesahan  atau  jus t r u  t i dak  

menerb i t kan  Keputusan  

te rsebu t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  tahap  mener ima,  membaca  dan  

mencermat i    Ber i t a  Acara  dan  berkas  Pemi l i han  te rsebu t ,  

apab i l a  Menter i  Dalam  Neger i  melakukannya  secara  hat i - hat i  

dan  cermat  mengacu  pada  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  seharusnya  Menter i  Dalam Neger i  t i dak  mengambi l  s ikap  

untuk  menerb i t kan  Keputusan  Pengesahan,  karena  Sura t  Usul  

Pengesahan  yang   d ia jukan  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku .  Menter i  Dalam  Neger i  

seharusnya  mengkla r i f i k a s i  atau  mengembal i kan  berkas  usu lan  

kepada  DPRD Kota  Depok   agar  di l akukan  sesua i  dengan  

keten tuan  yang  ber laku .  Dan  apab i l a  proses  te rsebu t  

d ikhawat i r k an  akan  menggangu  keber l angsungan  pemer in tahan ,  
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pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyaraka t ,  maka  Menter i  

Dalam Neger i  dapat  mengambi l  langkah  bi j ak  dengan  mengangkat  

Pelaksana  Tugas  (PLT)  Wal iko ta  untuk  melaksanakan  tugas- tugas  

Wal iko ta  

te rsebu t    ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rnya ta  meskipun  Sura t  Usulan  

Pengesahan  mengandung  cacat  hukum,  yakn i  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  Menter i  Dalam 

Neger i  te tap  menerb i t kan  Keputusan  Pengesahan  Pengangkatan  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  Depok  Per iode           2011  -  

2016,  o leh  karenanya  t i ndakan  Tergugat /Mente r i  Dalam Neger i  

te rsebu t  te rbuk t i  melanggar  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  dan  juga  ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik ,  khususnya           asas  

kecermatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  berdasarkan  per t imbangan  Hakim  Ketua  

Maje l i s  te rsebu t   d ia tas ,  maka  te l ah  te rbuk t i  dar i  aspek  

prosedur ,  penerb i t an  Obyek  Sengketa  adalah  mengandung  cacat  

hukum,  oleh  karenanya ,  Obyek  Sengketa  yang  berupa  Sura t  

Keputusan  Nomor  :  131.32  – 62  Tahun  2011  Tentang  Pengesahan  

Pemberhent i an  Dan  Pengesahan  Pengangkatan  Wal iko ta  Depok  

Prov ins i  Jawa  Bara t ,  te r t angga l  24  Januar i  2011   dan  Sura t  

Keputusan  Nomor  :  132.32  – 63  Tahun  2011  Tentang  Pengesahan  

Pemberhent i an  Dan  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Wal iko ta  

Depok  Prov ins i  Jawa  Bara t ,  te r t angga l  24  Januar i  2011 ,  

bera lasan  hukum  untuk  dinya takan  

bata l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  dalam musyawarah  Maje l i s  
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Hakim t i dak  mencapa i  permufaka tan  bula t ,  maka putusan  diambi l  

berdasarkan  suara  te rbanyak ,  ya i t u  pendapat  hukum dar i  Hakim 

Anggota  I  dan  Hakim  Anggota  I I  sebaga imana  di t en tukan  dalam 

Pasa l  97  ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  ya i t u  “pu tusan  da lam musyawarah  

Maje l i s  yang  dip imp in  o leh  Hakim  Ketua  Maje l i s  merupakan  

has i l  permufaka tan  bu la t ,  kecua l i  j i ka  sete lah  d iusahakan  

dengan  sungguh- sungguh  t i dak  dapat  d icapa i  pemufaka tan  bu la t ,  

putusan  d iambi l  dengan suara  te rbanyak”  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  te lah  cukup  alasan  untuk  

menolak  gugatan  Para  Penggugat ,  maka da l i l - da l i l  dan  bukt i -

bukt i  la i nnya  yang  t i dak  disebu t  secara  tegas  da lam putusan  

in i ,  d ianggap  t i dak  re levan  dan dikesampingkan  seh ingga  t i dak  

per lu  dipe r t imbangkan   lag i ,   namun   dipe r i n t ahkan   te tap  

di l amp i r kan   da lam  berkas  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

di t o l a k  ,  maka sesua i  keten tuan  Pasa l  110 Undang- Undang Nomor  

5 Tahun 1986,  kepada  Para  Penggugat  d ibebankan  membayar  biaya  

perkara  yang t imbu l  da lam sengketa  in i  ;

Menginga t ,  pasa l - pasa l  dar i  Undang- undang  Nomor  5 

Tahun  1986,  sebaga iman a  di t ambah  dan  diubah  dengan  Undang-

undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun 

2009,  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i nnya  yang  

berka i t an  dengan  Pemer in tahan  Daerah  ser ta  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I
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EKSEPSI  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menolak  ekseps i  Tergugat   dan  Para  Terguga t  I I  

In te r vens i   se lu ruhnya  ;  - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menolak  gugatan  Para  Penggugat  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

sebesar             Rp.  308.000 , -  ( t i ga  ra tus  delapan  r ibu  

rup iah )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian    d ipu tus    da lam   Rapat    Permusyawara tan  

Maje l i s    Hak im Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,   pada 

har i  Senin ,   tangga l  17 Oktober  2011,  o leh  Kami ,   H.  Bambang 

Her i yan to  ,   S.H. ,   MH.,   se laku   Hakim   Ketua   Maje l i s ,  

Kas im,   S.H. ,  dan Jumanto ,  S.H. ,  masing- masing  se laku  Hakim 

Anggota .  Putusan  mana  d ibacakan  pada s idang  yang  te rbuka  

untuk  umum,  pada har i  Selasa ,  tangga l  18 Oktober  2011,  o leh  

Maje l i s  Hakim te rsebu t  d i  atas ,  dengan diban tu  oleh  Kiswono,  

SH. ,  sebaga i  Pani te ra  Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta ,  dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum Para  Penggugat ,  

Kuasa  Hukum   Tergugat  ser ta  Kuasa  Hukum Para  Tergugat  I I  

In te r vens i  - - - - - - - - - - - - -

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tt dTt d Tt dH.  BAMBANG HERIYANTO,  S. H. ,  M.H

        HAKIM  ANGGOTA, 

HAKIM ANGGOTA, 

           

           JUMANTO,  S.H,  

KASIM,  SH. ,

PANITERA PENGGANTI,

KISWONO, S.H.

Rinc ian  b iaya  perkara  :

1. Panggi l an……….……………... Rp.     280.000 , -

2. Metera i  Putusan  Sela………... Rp.  

6.000 , -

3. Redaks i  Putusan  Sela  ……….Rp.  

5.000 , -

4. Leges  Putusan  Sela  …………. Rp.  

3.000 , -

5. Metera i  Putusan  Akhi r  …………Rp.  

6.000 , -

6. Redaks i  Putusan  Akhi r  ……….. Rp.  

5.000 , -

  7. Leges  Putusan  

Akhi r  …………. Rp.      3.000 , -

                                        Jumlah  :   Rp.  

308.000 , -   ( t i ga  ra tus  de lpan  r i bu  rup iah ) .

Catatan  :

- Bahwa  Perkara  Nomor  :  82/G/2011 /PTUN-

Halaman  113 dar i  114  Halaman.  Putusan  Nomor  :  
82/G/2011 /PTUN- JKT
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JKT. ,  te l ah  dipu tus  pada  tangga l  18 

Oktober  2011  dan  belum  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  karena  pada  tangga l  

21  Oktober  2011  Pihak  Penggugat  te l ah  

mengajukan  upaya  hukum band ing  mela lu i  

Kepani te raan  Perkara  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  Jakar ta .

- Sal i nan  Putusan  in i  sah  dan  sesua i  

dengan  as l i nya ,  d ibe r i k an  untuk  dan atas  

permin taan  Pihak  PARA  TERGUGAT  I I  

INTERVENSI.

Jakar ta ,                               2011

PENGADILAN  TATA  USAHA  NEGARA  JAKARTA

PANITERA,

WAHIDIN,  SH. ,  MM
NIP.19580811.198303 .1 .005
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